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India dan Tiongkok merupakan dua negara 
di Asia dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di 
dunia. Salah satu faktor yang mendorong hal itu 
adalah akibat dari maksimalisasi peran serta para 
diaspora. 

India dan Tiongkok telah sukses dalam me-
maksimalkan potensi diaspora mereka yang terse-
bar di berbagai belahan dunia untuk berkontribusi 
bagi kemajuan negara dan bangsanya. Terkait hal 
ini, India dan Tiongkok membentuk kementerian 
yang khusus menangani diaspora dan menerapkan 
kebijakan dwi kewarganegaraan terhadap para di-
asporanya.

Melihat keberhasilan India dan Tiongkok, saya 
fikir Indonesia harus belajar dari dua negara terse-
but. Dengan sekitar 8 juta diaspora Indonesia yang 
tersebar di seluruh dunia, tentunya ini merupakan 
potensi besar yang memang harus dimanfaatkan 
dan dikelola dengan baik.  

Saya fikir sudah saatnya bagi Indonesia untuk 
membentuk kementerian diaspora dan menerapkan 
kebijakan dwi kewarganegaraan terhadap para dias-
pora Indonesia. Apalagi bahwa sekarang ini sudah 
56 negara yang menerapkan kebijakan dwi kewar-
ganegaraan bagi para diasporanya dengan efek eko-
nomi yang sangat signifikan. 

Jadi saya fikir Indonesia tidak perlu ragu untuk 
menerapkan kebijakan tersebut kalau tidak ingin 
tertinggal lebih jauh, bahkan dari negara-negara 
ASEAN seperti Filipina, Thailand dan Vietnam 
yang memiliki jumlah diaspora lebih sedikit namun 
lebih berhasil dalam memaksimalkan potensi dias-
poranya.  

Aspirasi para diaspora Indonesia dalam hal dwi 
kewarganegaraan ini patut di dukung, karena se-
jatinya mereka bukan meminta perlakuan khusus, 
tetapi justeru untuk mengupayakan agar segenap 
potensi diaspora Indonesia yang begitu besar itu 
tidak hilang begitu saja dan menjadi tidak berman-
faat untuk bangsa dan negara. 

Negara-negara yang mempunyai diaspora yang 
besar juga telah melalui proses yang sama, dimana 
sekarang ini pemanfaatan SDM dan finansial di-
aspora sudah tumbuh dengan baik.  Jadi saya fikir 
Indonesia hanya tinggal belajar dari negara-negara 
tersebut. Kita hanya cukup memilah mana yang 
baik dan tepat untuk diterapkan di Indonesia.  

Bagaimanapun kita harus melihat diaspora In-
donesia sebagai aset bangsa dan negara. Apalagi 
mereka memang sudah bertekad untuk menjadi 
mitra pemerintah serta masyarakat Indonesia se-
cara keseluruhan untuk mencapai cita-cita bersama, 

yaitu ’masyarakat adil dan makmur’. Saya yakin 
bahwa dengan peran serta para diaspora Indonesia 
secara maksimal, cita-cita tersebut dapat segera kita 
wujudkan.

Bravo, Tabloid Diplomasi.
Muhammad Kautsar, Mahasiswa Az Zahra, 

Bekasi.
.

Setelah membaca Tabloid Diplomasi edisi 
Agustus-September 2015 yang mengulas tentang 
diaspora, baik diaspora Indonesia maupun diaspora 
mancanegara, saya baru mengetahui bahwa dias-
pora memiliki peran yang besar dalam memajukan 
sebuah negara.

Indonesia sendiri memiliki jumlah diaspora 
yang cukup besar, namun sebagaimana di ulas oleh 
tabloid Diplomasi, bahwa kita belum memaksi-
malkan, bahkan belum mengelola potensi diaspora 
Indonesia dengan baik. Kita bahkan masih kalah 
dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang 
memiliki diaspora yang jauh lebih kecil dari Indo-
nesia.

Di era globalisasi sekarang ini, mestinya kita 
bergerak cepat dan sigap dalam menangkap setiap 
peluang. Apalagi sekarang ini Indonesia membutu-
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Para pembaca setia Tabloid Diplomasi yang terhor-
mat, pada edisi September-Oktober 2015 kali ini, kami 
menampilkan mengenai sejarah dan perkembangan Dip-
lomasi Indonesia selama 70 tahun ini. Dimulai dari se-
jarah pembentukan Kementerian Luar Negeri pada 1945 
hingga proses benah diri Kemlu RI pada 2003 serta Dip-
lomasi Indonesia yang membumi dan pro rakyat pada 
2014.

Diplomasi Indonesia selama 70 tahun ini merekam 
sejumlah sejarah penting diplomasi Indonesia, mulai 
dari pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir dan 
negara negara anggota Liga Arab, berbagai perundingan 
yang dilakukan Indonesia dalam mempertahankan ke-
merdekaan Indonesia, hingga arah politik luar negeri In-
donesia, mulai dari ‘Mendayung Diantara Dua Karang’ 
hingga ‘Navigating in Turbulent Ocean’.

Selanjutnya sejarah mengenai peran serta Indone-
sia di PBB, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 
(KAA) di Bandung yang menandai kelahiran hubungan 
Asia dan Afrika baru, penyampaian ‘Deklarasi Juanda’, 
penyelenggaraan KTT Gerakan Non Blok (GNB) I di 
Yugoslavia, penandatanganan ‘Deklarasi Bangkok’ 
yang kemudian menginisiasi pembentukan ASEAN, 
diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 
(UNCLOS), KTT APEC di Istana Bogor yang mengha-
silkan ‘Deklarasi Bogor’, penyelenggaraan Bali Inter-
faith Dialogue yang merupakan jembatan antar agama 
dan budaya, masuknya Indonesia dalam kelompok eko-
nomi utama G 20, penyelenggaraan Bali Democracy Fo-
rum (BDF), hingga dilaksanakannya Kongres Diaspora 
Indonesia (KDI).

Topik lainnya yang kami tampilkan adalah tentang 
penyelenggaraan 24th International Food Exhibition 
“WorldFood Moscow 2015”. Pameran ini merupakan 
salah satu pameran internasional terkemuka produk 
makanan di Rusia dalam 20 tahun terakhir, dan telah 
menjadi barometer bagi importir dan eksportir pelaku 
industri makanan serta minuman yang masuk ke pasar 
Rusia.Produk-produk Indonesia yang ditampilkan da-
lam pameran ini mendapatkan perhatian besar pengun-
jung, termasuk para pebisnis Rusia dan pebisnis inter-
nasional.

Topik berikutnya adalah seputar perhelatan ‘Fes-
tival Boalemo’ dan ‘Sail Tomini 2015’yang bertujuan 
untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masy-
arakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau 
kecil dalam rangka percepatan pembangunan dan peng-
embangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata 

Indonesia, sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun 
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70.

Teluk Tomini adalah teluk terbesar di dunia yang 
berada di Garis Khatulistiwa dan merupakan jantung se-
gitiga karang dunia (Coral Triangle), dengan keaneka-
ragaman hayati (biodiversity) yang tinggi, serta karakte-
ristik ekosistem yang unik dan indah sehingga memilik 
potensi ekonomi yang menjanjikan di bidang perikanan, 
kelautan dan wisata bahari.   

Selanjutnya, dalam edisi kali ini juga ditampilkan 
mengenai penyelenggaraan Public Lecture dan Sosiali-
sasi Diplomasi Publik di Kupang, Nusa Tenggara Timur 
(NTT) dan di Ambon, Maluku dalam rangka menyam-
paikan perkembangan terkini dan meningkatkan peng-
etahuan masyarakat mengenai diplomasi Indonesia.

Terkait dengan kawasan Asia Pasifik, pada edisi kali 
ini juga ditampilkan mengenai kegiatan pelatihan kera-
jinan kerang di tiga negara Melanesia Spearhead Group 
(MSG) yaituPapua Nugini, Kepulauan Solomon, dan 
Fiji pada bulan Agustus - September 2015.

Berikutnya juga ditampilkan mengenai keberhasilan 
Desainer muda Indonesiadalam ajang New York Couture 
Fashion Week 2015.Hasil karya Diana Putri yang ber-
tema “Garuda”berhasil memperoleh penghargaan The 
Best Designer Award.

Topik lainnya adalah seputar Pertemuan ASEAN 
Economic Ministers (AEM) ke-47 dan pertemuan ter-
kait lainnya, yaitu AFTA-Council ke-29, dan IAI Council 
ke-18 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penyelenggaraan the 
6th ASEAN Maritime Forum (AMF) dan the 4th Expan-
ded ASEAN Maritime Forum (EAMF) di Manado, Su-
lawesi Utara, Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Luar 
Negeri ke-7 Forum East Asia-Latin America Coopera-
tion (FEALAC.

Kemudian ada pertemuan putaran ke-9 High Level 
Task Force (HLTF) on ASEAN Community’s Post-2015 
Vision yang diselenggarakan di Bali, Indonesia. Berikut-
nya ada pertemuan Joint Ministerial Committee (JMC) 
pertama di Suva, Fiji, dan juga KTT ke-46 Pacific Is-
landsForum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini, yang 
membahas mengenai isu-isu perikanan, perubahan iklim, 
kanker serviks, dan teknologi informasi, serta berbagai 
topik lainnya yang menarik.  

Demikianlah beberapa topik yang kami sajikan pada 
edisi kali ini.Selamat membaca dan semoga berman-
faat.

Salam Diplomasi,

Catatan redaksi

bagi anda yang ingin mengirim tulisan 
atau menyampaikan tanggapan, infor-
masi, kritik dan saran, silahkan kirim 
email:

tabloiddiplomasi@kemlu.go.id
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hkan investasi besar di segala bidang untuk meningkatkan 
pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut apa yang saya baca di Tabloid Diplomasi, ba-
hwa ternyata banyak sekali para pengusaha asal Indonesia 
yang sukses dan memiliki perusahaan skala internasional 
di manca negara, belum lagi sejumlah ahli di segala bi-
dang.

Melihat itu semua, bukanlah hal yang mustahil jika 
kita dapat membangun tanah air tercinta dengan kemam-
puan sendiri. Daripada mengundang investor asing, lan-
tas kenapa kita tidak memaksimalkan peran diaspora kita 
yang sukses di tingkat global. Dari pada membayar tenaga 

ahli asing dengan bayaran yang tinggi, lantas kenapa kita 
tidak memanfaatkan diaspora Indonesia yang sukses men-
jadi tenaga ahli di manca negara. Sehingga dengan de-
mikian proses alih teknologi juga dapat dilakukan dengan 
lebih cepat.

Harapan saya, semoga para pemimpin negeri ini dapat 
segera bergerak cepat dan sigap dalam memaksimalkan 
peran dan potensi diaspora kita di mancanegara. Jangan 
sampai kita kalah dan bahkan tertinggal jauh dari negara-
negara tetangga kita di ASEAN.

Salam Diplomasi.
Astri S. Fatimah, mahasiswa UIN Jakarta. 
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Capaian dan Agenda 
Masa Depan Diplomasi Indonesia

Kebijakan luar negeri suatu negara yang di-
wujudkan dalam bentuk diplomasi senantiasa 
akan selalu merefleksikan integrasi dan ke-
seimbangan antara aspirasi publik di dalam ne-
geri dengan tantangan serta dinamika eksternal 
yang dihadapi oleh suatu negara.Pelaksanaan 
kebijakan luar negeri suatu negara dengan de-
mikian tidak akan dapat dipisahkan dari gerak 
kesejarahan negara itu sendiri. Kita tahu dari 
catatan sejarah, bahwa selama 70 tahun perja-
lanan bangsa, diplomasi merupakansalah satu 
instrumen utama yang mempengaruhiatau dip-
engaruhi oleh naik turunnya perjalanan sejarah 
bangsa. Diplomasi Indonesia sepanjang sejarah 
berulang kali telah menunjukkan peran vital da-
lam mengawal kepentingan bangsa melalui ber-
bagai torehan prestasi.

Sejak proklamasi kemerdekaan 70 tahun 
yang lalupara founding fathers kita telah secara 
sadar menggunakan diplomasi sebagai instru-
men politik dalam perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan, melalui upaya mendorong penga-
kuan dunia internasional serta dukungan atas 
hak merdeka dari negara Indonesia yang masih 
belia saat itu. Peranan penting kebijakan luar 
negeri dan diplomasi sebagai instrumen telah 
mendapatkan penegasan secara idiil dan kon-
stitusional dalam teks Pembukaan UUD 1945 
yang menyebutkan keinginan Indonesia sebagai 
warga dunia untuk turut memberikan kontribusi 
terhadap perdamaian dunia. 

Kesadaran akan pentingnya diplomasi se-
bagai alat perjuangan bangsa tampaknya juga 
merupakan satu faktor yang mendorong Wa-
kil Presiden Mohamad Hatta dalam pidatonya 
“Mendayung antara Doea Karang”, telah menge-
mukakan konsep politik bebas-aktif yang hingga 
kini menjadi prinsip utama kebijakan luar negeri 
Indonesia. Para pemimpin kita dan generasi per-
tama diplomat Indonesia pada masa itu seperti 
Presiden Soekarno, Wakil PresidenMohammad 
Hatta, Sjahrir, Haji Agus Salim, Soejatmoko, 
dan LN Palar secara konsisten mengedepankan 
pentingnya diplomasi dan negosiasi sebagai 
salah satu alat perjuangan kemerdekaan dan 
menunjukkanbahwa bersama-sama dengan per-
juangan bersenjata, diplomasi Indonesiaadalah 
instrumen kunci dalam mendorong tercapainya 
pengakuan kedaulatan oleh pemerintah kolonial 
Belanda dan dunia internasional.

Sepanjang perjalanan sejarah bangsa pasca 
proklamasi kemerdekaan, diplomasi Indonesia 
senantiasa memainkan peran yang vital dalam 
menjaga haluan kebijakan luar negeri untuk te-
tap konsisten dengan prinsip bebas aktif serta 

pembentukan ASEAN Community dengan 3 pilar 
keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Seiring 
dengan proses pemulihan ekonomi dan stablisa-
si politik dalam negeri, Indonesia juga berhasil 
mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan-
masa depan global (emerging power) melalui 
partisipasi pada pertemuan tingkat tinggi G-20, 
sejajar bersama-sama dengan major powereko-
nomi global lainnya seperti AS, RRT, Uni Eropa 
dan lain-lain.

Semua prestasi tersebut telah menunjukkan 
kemampuan kinerja diplomasi Indonesia dalam 
membela kepentingan nasional maupun sebagai 
warga masyarakat internasional yang turut ber-
tanggung jawab dalam memelihara perdamaian 
dan keamanan dunia.Meski berulangkali men-
galami reinterpretasi dalam pelakanaannya serta 
gejolak politik di dalam negeri, pengalaman se-
jarah secara empiris telah menunjukkan kemam-
puan adaptabilitas diplomasi Indonesia baik 
sebagai instrumen dalam mengelola dinamika 
politik ekonomi di dalam negeri maupun dalam 
menyikapi dinamika eksternal. Meski demikian 
sebagaimana layaknya kehidupan suatu bangsa, 
tantangan dan persoalan baik dari dalam negeri 
maupun yang berasal dari dinamika eksternal 
secara regional dan global kiranya akan selalu 
menuntut dan menguji setiap saat kemampuan 
kinerja diplomasi Indonesia.

 Memasuki awal masa pemerintahan 
Presiden Joko Widodo saat ini, Indonesia telah 

dalam mengawal tercapainya kepentingan na-
sional. Sejumlah prestasi monumental telah 
berhasil dicapai antara lain seperti keberhasilan 
penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 
tahun 1955 yang menjadi embrio dari lahirnya 
organisasi gerakan negara-negara non blok, pe-
ran Indonesia dalam pembentukan ASEAN se-
bagai organisasi regional utama di kawasan Asia 
Tenggara, diterimanya konsep negara kepulauan 
dalam Konvensi PBB untuk Hukum Laut (Uni-
ted Nations Convention on the Law of the Sea) 
pada tahun 1982, termasuk keberhasilan Indo-
nesia sebagai mediator dalam mendamaikan pi-
hak yang bersengketa di kawasan seperti pada 
konflik di Kamboja dan Filipina pada dekade 
80-90an.

Padaawal era reformasi, diplomasi Indonesia 
kembali menghadapi tantangan yang berat, tidak 
saja dalam menyesuaikan diri gerak langkah re-
formasi pada segala aspek kehidupan di dalam 
negeri, tetapi juga dalam upaya menerjemahkan 
langkah kebijakan luar negeri sesuai dengan se-
mangat reformasi yaitu demokrasi, good gover-
nance, transparansi dan penghargaan terhadap 
hak asasi manusia.Meski mendapatkan imbas 
dari gejolak krisis dan kemelut reformasi politik 
di dalam negeri, sejak awal reformasi diplomasi 
Indonesia kembali membuktikan kemampuan 
kinerjanya dengan pencapaian sejumlah pre-
stasi seperti inisiatif penguatan peran ASEAN 
sebagai mekanisme integrasi kawasan melalui 
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dihadapkan pada berbagai tantangan di dalam 
negeri maupun dinamika eksternal yang tidak 
ringan. Tuntutan perbaikan ekonomi di dalam 
negeri di tengah kelesuan ekonomi global serta 
optimalisasi perlidungan warga negara Indone-
sia di luar negeri tentunya menuntut kemampuan 
diplomasi Indonesia untuk memberikan respon 
kebijakan yang tepat dan efektif. Sementara itu 
kita semua menyadari bahwa di tengah dunia 
yang semakin interconnected dan interdepen-
den ini, tantangan yang dihadapi akan semakin 
kompleks dan rumit. Di samping menghadapi 
isu konvensional seperti persaingan geopolitik-
dan geoekonomi antara major power atau kete-
gangan di kawasan Laut China, Indonesia juga 
harus mengantisipasi isu-isu non kovensional 
seperti terorisme dan kejahatan lintas batas serta 
isu pengungsi. 

Menghadapi semua tantangan tersebut, Pre-
siden Joko Widodo telah menetapkan konsep 
poros maritim dan diplomasi ekonomi sebagai 
tema sentral dan prioritas kebijakan luar ne-
geri dan diplomasi Indonesia. Pemilihan tema-
tema ini sebagai prioritas menunjukkan bahwa 
diplomasi Indonesia tetap memiliki kemam-
puan adaptasi yang baik dan kemampuan untuk 
mengintegrasikan antara tuntutan dan aspirasi 
domestik dengan tantangan dinamika eksternal. 
Konsep poros maritim yang menegaskan posisi 
strategis Indonesia sebagai negara maritim yang 
terletak di tengah persilangan jalur pelayaran in-
ternasional merupakan respon yang tepat dalam 
mengantisipasi persaingan geopolitik di masa 
depan terutama antara dua major power yaitu 
Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Ti-
ongkok. Sedangkan meletakkan diplomasi eko-
nomi sebagai prioritas merupakan respon yang 
wajar dari tuntutan perbaikan kesejahteraan di 
dalam negeri serta dalam upaya optimalisasi pe-
manfaatan demographic diffident atas penduduk 
usia produktif yang masih dinikmati saat ini oleh 
Indonesia.

Namun demikian, permasalahan kebakaran 
hutan (haze) saat ini juga mengingatkan kita 
bahwa kesadaran atas keterkaitan antara masa-
lah domestik dengan masalah internasional ha-
rus diikuti pula dengan komitmen serius untuk 
membenahi berbagai permasalahan di dalam ne-
geri. Masalah kebakaran hutan menunjukkan ke-
pada kita bahwa tidak ada satu negara pun yang 
dapat menutup diri atas masalah domestiknya, 
apalagi jika masalah tersebut berimplikasi pada 
negara-negara sekitar kita. 

Kita diingatkan pada adagium klasik yang 
mengatakan foreign policy starts at home.Tanpa 
ada upaya yang serius menegakkan law enfor-
cement dan pencegahan sejak dini dari masalah 
kebakaran hutan, maka masalah ini akan selalu 
menimbulkan gangguan terhadap hubungan bi-
lateral kita dengan negara-negara tetangga. Be-
gitu juga ketika kita bicara dalam konteks dip-
lomasi ekonomi, segala upaya untuk melakukan 

promosi TTI (trade, tourism, investment) ke du-
nia internasional akan menjadi sia-sia tanpa ada 
perbaikan nyata kondisi di dalam negeri seperti 
perbaikan infrastruktur, kepastian birokrasi dan 
regulasi, tenaga kerja yang terampil dan lain-
lain. Kenyataan ini juga kiranya merupakan ja-
waban terhadap kritik beberapa pengamat asing 
dewasa ini yang menganggap diplomasi Indone-
sia cenderung menjadi inward looking, diban-
dingkan pemerintahan sebelumnya. Kita tidak 
akan pernah bisa mengabaikan faktor domestik 
mengingatbahwa aspek ini tidak saja merupakan 
sumber utama dari kebijakan luar negeri tetapi 
juga memberikan implikasi pada kekuatan daya 
tawar (leverage) diplomasi Indonesia dalam ber-
hadapan dengan berbagai tantangan eksternal 
secara efektif.Di samping itu, partisipasi aktif 
Menlu RI dalam Sidang Umum PBB bulan Sep-
tember lalu, yang menunjukkan kontribusi positif 
Indonesia dalam isu-isu global seperti terorisme 
dan pengungsi merupakan bukti konkrit diplo-
masi Indonesia yang tetap aktif dan berorientasi 
outward looking. Dengan demikian, upaya per-
baikan dan fokus terhadap aspek domestik tidak 
harus diterjemahkan bahwa diplomasi Indonesia 
akan menjadi inward looking tetapi justru meru-
pakan upaya untuk meningkatkan leverage dan 
efektivitas diplomasi Indonesia.

Aspek lain yang kiranya perlu menjadi per-
hatian dalam perumusan agenda kebijakan luar 
negeri dan gerak langkah diplomasi Indonesia 
di masa depan adalah perlunya kesamaan pan-
danguntuk mengantisipasi potensi tantangan 
eksternal di dalam tataran dunia yang semakin 
kompleks terutama mengantisipasi persaingan 
geo-ekonomi yang sangat dinamis dan semakin 
ketat. Hal ini terlihat dari keraguan kita antara 
menyikapi kesepakatan Trans Pacific Partner-
ship (TPP) yang didorong oleh AS yang baru-
baru ini, dengan kesepakatan perdagangan bebas 
Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP).Kondisi ini tampaknya didorong oleh 
belum terdapatnya suatu kesamaan pandang da-
lam menentukan tantangan eksternal yang perlu 
menjadi prioritas diantara berbagai stakeholders 
di dalam negeri. Dengan demkian dalam pe-
rumusan agenda diplomasi Indonesia di masa 
mendatang perlu kiranya dipertimbangkan un-
tuk merumuskan dan menyepakati suatu grand 
strategy kebijakan luar negeri yang dituangkan 
dalam suatu dokumen khusus atau white pa-
per sebagai upaya untuk mendorong kesamaan 
persepsi antara para stakeholders. Kementerian 
Luar Negeri sebagai focal point utama pelaks-
anaan diplomasi dapat memainkan peran seba-
gai leading institution dalam upaya ini.[]
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Besar RI untuk Belgia dan Luxemburg di tahun 1959 
menjadikan beliau sebagai Dubes perempuan pertama 
Indonesia.

Pada Januari 2001, Kemlu melakukan reformasi 
birokrasi melalui ‘Benah Diri’. Kemlu telah memulai 
proses reformasi birokrasi menuju perubahan secara 
sistematis, terukur dan berkelanjutan untuk menjadikan 
Kemlu yang lebih baik, bersih, partisipatif, inovatif, dan 
akuntabel.

Untuk menjaga kualitas Diplomat Indonesia, Kemlu 
mempertahankan konsistensi mutu keseluruhan pro-
ses dan output recruitment melalui pembakuan Sistem 
Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu. Langkah ini mem-
buahkan pengakuan dengan diterimanya Sertifikat ISO 
9001:2008 untuk proses rekrutmen CPNS Kemlu pada 
bulan Maret 2009. Museum Rekor Indonesia (MURI) 
juga mencatat Kemlu sebagai instansi pemerintah per-
tama dengan sistem rekrutmen pegawai yang memenuhi 
standar ISO 9001:2008. 

Selanjutnya Kemlu juga memecahkan rekor MURI 
dengan membuat human chain terpanjang pada 15 Sep-
tember 2013. Sebanyak 4000 orang melakukan jabat 
tangan seperti yang lazim dilakukan oleh para pemimpin 
ASEAN dan membentuk rantai manusia mengelilingi 
Monas. Pemecahan rekor MURI ini dilakukan dalam 
rangka HUT ASEAN ke-46.  

Kantor Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) per-
tama adalah di rumah Menlu Achmad Soebardjo di jl. 
Cikini Raya no. 82 Jakarta. Saat ini rumah tersebut tetap 
menjadi kediaman keluarga Achmad Soebardjo.

Saat Kemlu RI didirikan, Menlu Achmad Soebardjo 
hanya dibantu oleh lima orang staff, dimana dua dianta-
ranya adalah perempuan. Mereka adalah Mr. Soedjono, 
Suyoso Hadiasmoro, dan Hadi Thayeb. Sedangkan dua 
orang perempuan yang merupakan Srikandi pertama 
Kemlu (19 Agustus 1945) adalah Herawati Diah dan Pa-
ramita Abdurachman.

Selain berkantor di Jakarta, Kemlu RI juga pernah 
berkantor di Yogyakarta pada saat agresi militer Belanda 
I (21 Juli 1947 - 1949) di Jln. Faridan M. Noto no. 21, 
Kotabaru,  Yogyakarta. Gedung ini sekarang diperguna-
kan sebagai unit Yogya Study Center, Badan Perpusta-
kaan dan Arsip Daerah Pemprov Yogyakarta.

Kemlu RI mulai berkantor di Jln. Pejambon pada 
1950 hingga sekarang. Kampung Pejambon dibuka oleh 
Deandels dengan sebutan ‘Weltevreden’. Menurut seja-
rah, nama Pejambon berasal dari kata ‘Penjaga Ambon’, 
merujuk pada orang Ambon yang bertugas menjaga je-
mbatan di wilayah tersebut.

Di masa awal kemerdekaan, Perwakilan Indonesia 
di luar negeri lebih dikenal dengan sebutan Indoff (Indo-
nesia Office). Indoff pertama dibuka di Singapura pada 
1946 dibawah kepemimpinan Mr. Utoyo Ramelan.

Pada masa awal kemerdekaan, perwakilan-perwaki-
lan Indonesia di luar negeri dibuka dan beroperasi dari 
hasil perdagangan Indoff dan atas swadaya para peran-
tau Indonesia.

Singapura, Cairo dan New Delhi adalah tiga kota 
dimana dasar-dasar hubungan luar negeri Indonesia 
ditanamkam. Ketiga kota tersebut merupakan pusat ke-
giatan RI pada tahap permulaan revolusi.

Pemerintah RI memiliki 132 Perwakilan RI di luar 
negeri yang terdiri dari 95 KBRI, 3 Perwakilan Tetap RI, 
31 KJRI, dan 3 Konsulat RI. Perwakilan terbaru yang 
dibuka adalah KJRI Istambul dan KJRI Shanghai pada 
Agustus 2012. 

KBRI Abuja adalah Perwakilan RI dengan daerah 
rangkapan terbanyak, yaitu mencakup 7 negara (Ghana, 
Liberia, Burkina Faso, Cameroon, Togo, Cape Verde 
dan Kongo). 

Akademi Dinas Luar Negeri mencetak 13 lulusan 
pertamanya pada Januari 1953. Saat ini diplomat In-
donesia dilatih di Sekolah Pendidikan dan Pelatihan 
(Pusdiklat) Kemlu RI di Jln. Sisingamangaraja no. 73-
75 Jakarta. Saat ini Kemlu mempunyai 2.083 pegawai 
diplomat yang tersebar di seluruh Perwakilan Indonesia 
di dunia.

Laili Roesad merupakan diplomat perempuan perta-
ma Indonesia, beliau bertugas sebagai Counsellor pada 
Perutusan Tetap RI untuk PBB pada 1954, atau 9 tahun 
sejak Kemlu berdiri, dan penugasan beliau sebagai Duta 

Singapura, Kairo dan New Delhi
Awal Mula Mesin Diplomasi Digerakkan
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Mengukir Perjalanan Diplomasi

Mesir adalah negara 
pertama yang mengakui 
kedaulatan RI secara de 
facto pada 22 Maret 1946, 
dan secara de jure pada 
10 Juni 1947. Mesir juga 
mengajak negara-negara 
anggota Liga Arab saat 
itu (Mesir, Irak, Yordania, 
Lebanon, Arab Saudi, 
Syria dan Yaman) untuk 
mengakui kemerdekaan 
Indonesia.

15 November 1946, dilakukan pemarafan 
naskah persetujuan Linggarjati oleh Sutan Syah-
rir dan Prof. Schermerhon di Jakart. Persetujuan 
Linggarjati terdiri dari 17 pasal yang antara lain 
berisi pengakuan secara de facto beberapa wi-
layah Indonesia. Dalam persetujuan tersebut di-
sepakati bahwa secara de facto, Belanda menga-
kui RI yang saat itu hanya terdiri dari Jawa dan 
Madura. Sementara Sumatera akan dibentuk se-
bagai negara federal yang dinamakan Republik 
Indonesia Serikat (RIS). 

Pengesahan perjanjian Linggarjati dilaku-
kan pada 25 Maret 1947. Acara penandatangan 

persetujuan Linggarjati dilakukan di Istana Rijs-
wijk, Jakarta oleh Dr. HJ van Mook.

1948 dilakukan perundingan Renville, yaitu 
perundingan antara wakil Kerajaan Belanda, RI 
dan Komisi Jasa-jasa Baik di atas kapal USS 
Renville. USS Renville yang sedang berlabuh 
di Tanjung Priok dipilih sebagai tempat perun-
dingan yang dianggap netral.

Penandatanganan persetujuan gencatan sen-
jata dilakukan pada 17 Januari 1948. Salah satu 
isi dari perundingan Renville adalah garis van 
Mook sebagai perbatasan baru yang membuat 
wilayah Indonesia semakin sempit. 

20 Agustus 1948, perundingan dengan para 
utusan Komisi Jasa-Jasa Baik di Kaliurang, Yo-
gyakarta.

2 September 1948, di sidang Badan Pekerja 
Komite Nasional Pusat yang dilaksanakan di 
Yogyakarta, Mohammad Hatta menyampaikan 
pendirian yang disebut dengan Mendayung Di-
antara Dua Karang. “Pendirian yang kita ambil 
ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam 
pertarungan politik internasional, melainkan kita 
harus menjadi subyek yang berhak menentukan 
sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tu-
juan kita sendiri”. 

7 Mei 1949, dilakukan Perundingan Roem-
Royen di hotel Des Indes Jakarta (Batavia) yang 
menghasilkan kesepakatan untuk menyeleng-
garakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Da-
lam perundingan tersebut pihak RI tetap berpen-
dirian bahwa pengembalian pemerintahan RI ke 
Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk 
perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Be-
landa menuntut penghentian perang gerilya oleh 
RI.

2 November 1949, KMB ditandatangani dan 
mulai berlaku pada 27 Desember 1949. KMB 
menyatakan bahwa Indonesia menjadi RIS ber-
sama dengan Belanda bergabung  dalam Uni 
Indonesia-Belanda dan permasalahan Irian Ba-
rat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan 
kedaulatan RIS. 

17 Januari 1950, pengakuan kedaulatan Be-
landa terhadap RI. Komisaris Tinggi Belanda 
Graaf van Bylandt menyerahkan surat-surat 
kepercayaan kepada Presiden Soekarno setelah 
pengakuan kedaulatan RI.

28 September 1950, Indonesia pertama kali 
duduk di Sidang Majelis Umum PBB di New 
York, Amerika Serikat, dimana delegasi RI di-
pimpin oleh Dubes L.N. Palar. Setelah keang-
gotaan RI diresmikan oleh Majelis Umum PBB, 
maka dilakukan pengibaraan sang saka Merah 
Putih di Markas Besar PBB di Lake Succes, 
New York, Amerika Serikat.

4 Desember 1950, perundingan Indonesia-
Belanda membicarakan penyelesaian Irian Ba-
rat, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menlu Mr. 
Mohammad Roem.

18 April 1955, Presiden Soekarno membuka 
Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung yang 
menandai kelahiran hubungan Asia dan Afrika 
baru. Konferensi yang diadakan pada 18-24 
April 1955 ini merupakan peristiwa yang sangat 
bersejarah dalam politik luar negeri Indonesia. 
Pada pukul 10.20 WIB setelah lagu kebangsaan 
‘Indonesia Raya’ diperdengarkan, Presiden So-
ekarno menyampaikan pidato pembukaan yang 
berjudul “Let a new Asia and a new Africa be 
born”.

1959-1966 pada masa demokrasi terpimpin, 
diplomasi Indonesia ditingkatkan pada taraf 
frontal dan inkonvensional dengan nama ‘Dip-
lomasi Revolusioner’ dimana diplomasi dijuru-
skan kepada sasaran pokok, yaitu menghadapi 
dan merombak konstelasi dunia serta menyusun 
suatu perimbangan baru antar-negara dalam ling-
kungan global. Diplomasi Indonesia membagi 
dunia menjadi dua blok, Nefo (New Emerging 
Forces) dan Oldefo (Old Established Forces).

Di era Diplomasi Revolusioner, Dubes Indo-
nesia untuk Kamboja, Argentina dan Nepal dise-
but sebagai “Utusan Revolusi Indonesia” karena 
mereka secara khusus ditugaskan untuk mempe-
rerat hubungan revolusi Indonesia dengan revo-
lusi yang berjalan di ketiga negara tersebut.

Gelora Senayan dan Masjid Istiqlal pun di-
bangun sebagai bagian dari Diplomasi Revo-
lusioner Indonesia untuk meningkatkan posisi 
Indonesia di dunia internasional.

8 januari 1957, Kontingen Garuda (Konga) 
pertama dikirim untuk menjadi salah satu tentara 
penjaga perdamaian di Mesir. Konga I berkekua-

Presiden Sukarno, bersama Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser
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tan 559 pasukan, dan mengakhiri masa tugasnya 
pada 29 September 1957.

3 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda 
mengumumkan bahwa seluruh perairan yang 
ada di sekeliling dan dan diantara pulau-pulau 
Indonesia sebagai perairan nasional, termasuk 
segala kekayaan yang ada di laut, dasar laut dan 
tanah dibawahnya. Peristiwa yang dikenal seba-
gai ‘Deklarasi Juanda’ ini merupakan tonggak 
sejarah Indonesia sekaligus kontribusi penting 
Indonesia bagi perkembangan Hukum Laut In-
ternasional. Konsep Deklarasi Djuanda ini dibu-
at oleh Mochtar Kusumaatmadja yang kemudian 
menjabat sebagai Menlu pada 1978.

2 Mei 1960,  nama Soekarno diabadikan 
sebagai nama jalan di kota Rabat, Maroko dan 
menandai dimulainya hubungan diplomatik In-
donesia – Maroko. Nama Soekarno juga diaba-
dikan sebagai nama jalan utama di Mesir.

1-6 September 1961 diselenggarakan KTT 
Gerakan Non Blok (GNB) I di Beograd, Yugo-
slavia yang dihadiri oleh 25 negara kepala ne-
gara atau pemerintahan non blok dan 3 negara 
peninjau. GNB merupakan gerakan negara-ne-
gara yang tidak berpihak pada blok tertentu yang 
mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak 
terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. 
Presiden Soekarno merupakan salah satu dari 
trio perintis GNB bersama dengan Presiden Jo-
sip Broz Tito (Yugoslavia) dan Presiden Gamal 
Abdul Nasser (Mesir).

Agustus 1962, dilakukan pertemuan antara 
Indonesia dan Belanda di Villa Huntlands di 
Middleburg, Virginia, AS untuk membicarakan 
Irian Barat. Pihak Indonesia dipimpin oleh Men-
lu Soebandrio, dan diplomat AS Ellsworth Bun-
ker bertindak sebagai penengah. Pada 15 Agus-
tus 1962, diplomat Indonesia berhasil membuat 
Belanda menandatangani Persetujuan New York 
di markas besar PBB. Melalui persetujuan ini, 
Belanda menyerahkan pemerintahan di Irian Ba-
rat kepada United Nations Temporary Executive 
Authority (UNTEA) pada 1 Oktober 1962.

April 1963, Irian Barat bergabung dengan 
Indonesia. Para pejabat UNTEA, UNSF dan In-
donesia sebelumnya bertemu untuk melakukan 
persiapan pengalihan kekuasaan Irian Barat dari 
UNTEA kepada Indonesia.

1 Mei 1963, bendera PBB dan bendera In-
donesia dikibarkan di Irian Jaya pada sebuah 
upacara di kediaman administrator UNTEA Dr. 
Djalal Abdoh. Penghormatan senjata diberikan 
oleh pasukan TNI, tentara Pakistan dan Pasukan 
Perdamaian PBB.

15 Juni 1964, Indonesia menjadi salah satu 
dari 77 negara yang membentuk kelompok G-77 
yang merupakan forum dengan tujuan untuk 
mendorong kerja sama internasional di bidang 
ekonomi dan pembangunan, khususnya bagi ne-
gara-negara berkembang. Pada perkembangan-
nya, G-77 tidak saja memberikan dorongan dan 
arah baru bagi pelaksanaan kerja sama Utara-

Selatan di berbagai bidang pembangunan in-
ternasional, tetapi juga memperluas kerja sama 
saling menguntungkan antara sesama negara 
berkembang melalui kerjasama Selatan-Selatan. 
Meskipun saat ini anggota G-77 telah mencapai 
134 negara, namun nama G-77 tetap dipertahan-
kan dengan alasan sejarah.

21 Januari 1965, Wakil Tetap RI di PBB, Du-
bes L.N. Palar menyampaikan surat dari Menlu 
Dr. Soebandrio kepada Sekjen PBB U Thant 
mengenai keluarnya Indonesia dari PBB karena 
adanya perbedaan pandangan terkait konflik 
dengan Malaysia. Indonesia bergabung kembali 
di PBB pada 28 September 1966.

11 Agustus 1966, dilakukan penandatanga-
nan perjanjian normalisasi hubungan Indone-
sia-Malaysia di Gedung Pancasila Jakarta oleh 
Menlu Adam Malik dan Menlu Tun Abdul Ra-
zak yang disaksikan oleh Jenderal soeharto.

Desember 1966, Indonesia meluncurkan Aid 
Diplomacy. Periode ini juga dikenal dengan ada-
nya arah kebijakan luar negeri Indonesia yang 
menempatkan ekonomi di depan politik. “Ke-
bijakan politik luar negeri harus dilaksanakan 
secara luwes, pragmatis dan berdasarkan reali-
tas. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas 
dan aktif tidak boleh mengganggu usaha-usaha 
Pemerintah untuk mencari bantuan ekonomi dan 
investasi modal dari Barat” tegas Menlu Adam 
Malik.

8 Agustus 1967 dilakukan penandatanganan 
Deklarasi Bangkok oleh Narcisco Ramos (Men-
lu Filipina), Adam Malik (Menlu RI), Thanat 
Khoman (Menlu Thailand), Tun Abdul Razak 
(Menlu Malaysia), dan S. Rajaratnam (Menlu 
Singapura). Penandatanganan Deklarasi Bang-
kok telah menginisiasi pembentukan ASEAN. 
Nama ASEAN diajukan oleh Menlu Adam Ma-
lik menjelang penandatanganan deklarasi terse-
but.

23-25 Februari 1976, KTT I ASEAN ber-
langsung di Bali. Di KTT ini, kelima kepala pe-
merintahan Filipina, Malaysia, Singapura, Thai-
land dan Indonesia menandatangani ‘Deklarasi 
Kesepakatan ASEAN’ dan ‘Perjanjian Persaha-
batan dan Kerja Sama di Asia Tenggara’.

10 Desember 1982, Konvensi Hukum Laut 
Internasional ditandatangani di Montego Bay, 
Jamaika oleh 119 negara. Menlu Mochtar Ku-
sumaatmadja mewakili Indonesia dalam pe-
nandatanganan konvensi ini disaksikan oleh 
Abdullah Kamil dan Hasyim Djalal selaku ang-
gota Delegasi RI. Penandatanganan UNCLOS 
ini merupakan pengakuan internasional atas 
status Indonesia sebagai negara kepulauan yang 
telah diperjuangkan melalui diplomasi sejak 
1957. Indonesia terlibat sangat aktif melakukan 
diplomasi selama sembilan tahun dalam mene-
gosiasikan text UNCLOS. Dengan berlakunya 
UNCLOS maka luas wilayah yang dikuasai In-
donesia menjadi berlipat dari sekitar 2 juta km2 
menjadi sekitar 8 juta km2.

22 Juli 1986, Direktur Jenderal Food Agri-
culture Organization (FAO) menganugerahkan 
medali ‘From Rice to Self Sufficiency’ kepada 
Presiden Soeharto atas keberhasilan bangsa In-
donesia dalam swasembada pangan.

25-28 Juli 1988, Indonesia berperan untuk 
perdamaian di Kamboja. Dalam rangka usaha 
membantu terciptanya perdamaian di Kamboja, 
Indonesia menyelenggarakan ‘Jakarta Informal 
Meeting (JIM) I’ di Istana Bogor dan dibuka 
oleh Menlu Ali Alatas.

19-21 Februari 1989 diselenggarakan JIM II 
di Jakarta sebagai kelanjutan dari JIM I. Perte-
muan dihadiri semua Menlu ASEAN, Vietnam, 
Laos dan empat faksi yang bertikai di Kamboja.

8 Agustus 1990, normalisasi hubungan RI-
RRT yang ditandai dengan penandatanganan 
Memorandum of Understanding on the Re-
sumption of Diplomatic Relations antara Menlu 
Ali Alatas dengan Menlu RRT Qian Qichen di 
Jakarta. Sebelumnya kedua belah pihak sempat 
membekukan hubungan diplomatik sejak 13 
Agustus 1967.

1-6 September 1992, KTT X GNB diselen-
ggarakan di Jakarta, dimana Indonesia menjadi 
Ketua GNB untuk periode 1992-1995.

1993, peran aktif Indonesia di Organization 
of Islamic Cooperation (OIC) tampak menonjol, 
antara lain ketika Indonesia menerima mandat 
sebagai Ketua Committee of Six yang bertugas 
memfasilitasi perundingan damai antara Moro 
National Liberation Front (MNLF) dengan pe-
merintah Filipina.

15 November 1994, KTT APEC ke-6 diada-
kan di Istana Bogor dan menghasilkan ‘Dekla-
rasi Bogor’. Indonesia menjadi Ketua dan tuan 
rumah APEC yang melahirkan ‘Bogor Goals’ 
sebagai dasar perdagangan terbuka dan rezim 
investasi di kawasan Asia Pasifik, dengan target 
pemberlakuan perdagangan dan investasi bebas 
pada 2010 untuk ekonomi maju dan 2020 untuk 
ekonomi berkembang. 

23-24 Juli 2004, pertemuan ke-5 para Menlu 
ASEM (Asia-Europe Meeting) diselenggarakan 
di Denpasar, Bali. Sebagai Ketua ASEM pada 
2003, Indonesia berupaya melakukan driving 
force ASEM agar tujuan ASEM lebih bersifat 
action-oriented.  

6 Januari 2005, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) membuka KTT Khusus Pe-
mimpin ASEAN pasca gempa bumi dan gelom-
bang tsunami di Balai Sidang Jakarta. Pertemu-
an dihadiri oleh para pemimpin dan perwakilan 
lembaga dunia.

22-24 April 2005 diselenggarakan Peringatan 
50 Tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung. 
Kegiatan ini menjadi chapter baru kemiteraan 
Asia Afrika karena menghasilkan deklarasi 
tentang Kemiteraan Strategis Baru Asia Afrika 
yang meliputi tiga bidang, yaitu solidaritas po-
litik, kerja sama ekonomi, dan hubungan sosial 
budaya. 
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3 Februari 2007, Kontingen Garuda bertugas 
dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB 
di Lebanon Selatan, dan Menlu Hassan Wiraju-
da serta Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto 
berkesempatan mengunjungi Batalion Satuan 
Tugas Mekanis TNI yang bertugas.

3-14 Desember 2007, Presiden SBY meny-
ampaikan pidato pada pembukaan 13th Confe-
rences of Parties of the United Nations Fram-
ework Convention on Climate Change di Bali. 
Sebuah kontribusi Indonesia untuk dunia yang 
lebih hijau.

3 Maret 2008, Indonesia adalah satu-satunya 
negara anggota Dewan Keamanan PBB yang 
mengambil sikap abstain pada pemungutan su-
ara resolusi no. 1803 mengenai sangsi terhadap 
Iran . “Tujuan dari strategi resolusi sebelumnya 
sudah tercapai. Iran telah bekerja sama dengan 
Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Pada 
titik ini, pemberian sangsi baru bukanlah lang-
kah terbaik”,  kata Dubes/Wakil Tetap RI untuk 
PBB di New York, Dr. R.M. Marty M. Natale-
gawa.

1 Juli 2008, Pemerintah Indonesia mene-
tapkan standard pelayanan citizen service atau 
pelayanan warga yang terintegrasi di perwakilan 
RI. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan 
perlindungan bagi semua WNI di luar negeri, 
termasuk Buruh Migran Indonesia.

14-15 Juli 2008, dalam upaya mendukung 
perjuangan bangsa Palestina dan New Asian 
African Strategic Partnership (NAASP), Indo-
nesia memprakarsai Ministerial Meeting on Ca-
pacity Building for Palestine, di Jakarta.

15 Juli 2008, Presiden SBY membuka Bali 
Interfaith Dialogue yang merupakan jembatan 
antar agama dan budaya. 

14-15 November 2008, Indonesia masuk da-
lam kelompok ekonomi utama G-20 dan sema-
kin memantapkan peran Indonesia di kancah in-
ternasional untuk mempromosikan kepentingan 
ekonomi nasional dan berkontribusi pada pem-
bentukan tata kelola ekonomi global.

10 Desember 2008, Presiden SBY menyam-
paikan pidato pada pembukaan Bali Democracy 
Forum (BDF) Pertama di Bali.  Indonesia ber-
bagi pengalaman mengenai nilai-nilai demokra-
si sekaligus mengukuhkan diri sebagai negara 
demokrasi terbesar ke-3 di dunia, dimana Islam 
dan demokrasi dapat berjalan beriringan. 

28 Februari 2009, para Pemimpin ASEAN 
menghadiri 14th ASEAN Summit di Hua Hin, 
Thailand dengan tema ASEAN Charter for ASE-
AN Peoples. 

11-15 Mei 2009, diselenggarakan pertemuan 
puncak para pemimpin enam negara (Indonesia, 
Filipina, Malaysia, PNG, Solomon Island dan 
Timor Leste) dalam World Ocean Conference 
(WOC) yang digelar paralel dengan Coral Tri-
angle Inisiative (CTI) di Manado. 

2010, Presiden SBY menyatakan “Kini, saat 
persaingan Blok Barat dan Blok Timur sudah 

hilang, diplomasi Indonesia di abad ke-21 men-
ghadapi dunia yang jauh lebih kompleks, ibarat 
mengarungi samudera yang penuh gejolak atau 
Navigating in Turbulent Ocean”. 

2010, Indonesia menjadi Presiden Pertemuan 
Negara anggota Konvensi PBB tentang Hukum 
Laut periode 2010-2011.

28 Maret 2011, Komisi Batas Landas Kon-
tinen PBB mensahkan submisi Indonesia untuk 
area sebelah barat laut Sumatera sehingga luas 
wilayah yang dikuasai Indonesia bertambah 
4.209 Km2. 

7- 8 Mei 2011 dan 17 November 2011, Indo-
nesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-18 
dan ke-19. Keketuaan Indonesia di ASEAN dia-
rahkan untuk mewujudkan Komunitas ASEAN 
2015 dengan tiga prioritas, yaitu: Memastikan 
kemajuan Komunitas ASEAN; Memastikan ter-
peliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang 
kondusif; dan Menggulirkan pembahasan Visi 
ASEAN Community in a Global Community of 
Nations.  

23-27 Mei 2011, Indonesia menjadi tuan ru-
mah Peringatan 50 Tahun berdirinya GNB. Sa-
lah satu hasil penting pertemuan ini adalah road 
map upaya pengakuan kemerdekaan Palestina 
dari negara-negara anggota PBB.

19 November 2011, merupakan Humanita-
rian Diplomacy bagi Indonesia, dimana komit-
men, pengalaman dan capaian Indonesia dalam 
menangani bencana alam memperoleh penga-
kuan tertinggi di tingkat internasional dengan 
pemberian Global Champion for Disaster Risk 
Reduction kepada Presiden SBY oleh Sekjen 
PBB.

6 Desember 2011, Indonesia meratifikasi 
Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Ledak Nu-
klir/ Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) 
yang ditandai dengan pengesahan RUU Tentang 
CTBT. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen 
Indonesia terhadap upaya terciptanya visi dunia 
tanpa senjata nuklir.

6-8 Juli 2012, Kongres Diaspora Indonesia 
(KDI) pertama diselenggarakan di Los Angeles, 
AS, dan berhasil menyulut suatu identitas ke-
bangsaan dan kebanggaan baru sebagai diaspora 
Indonesia. Untuk pertama kalinya lebih dari 
2000 diaspora Indonesia dari 21 negara bertemu 
dalam satu forum khusus untuk membahas ber-
bagai topik. Selanjutnya KDI II diselenggarakan 
di Jakarta pada 18-20 Agustus 2013 dan KDI III 
diselenggarakan di Jakarta pada 11-13 Agustus 
2015.

5-7 Oktober 2013, Indonesia menyeleng-
garakan pertemuan puncak para pemimpin Asia 
Pacific Economic Cooperation (APEC) ke-25. 
Melalui pertemuan ini Indonesia mendorong 
agar kawasan Pasifik dapat menjadi lokomotif 
pertumbuhan ekonomi dunia.

Februari-Maret 2014, Indonesia menjadi tuan 
rumah Conference on Cooperation Among East 
Asian Countries for Palestinian Development 

(CEAPAD) II dalam menggalang dukungan dari 
negara-negara Asia Timur untuk peningkatan 
kapasitas kelembagaan Palestina.

29-30 Agustus 2014, Indonesia menyeleng-
garakan pertemuan United Nations Alliance of 
Civilization (UNOAC). Indonesia dipercaya 
untuk mempromosikan kerja sama global yang 
mengedepankan nilai-nilai dialog dan keruku-
nan diantara berbagai kepercayaan dan kebu-
dayaan dunia sekaligus menjadi contoh dimana 
keberagaman dapat melebur menjadi satu.

22 Oktober 2014, Indonesia terpilih kembali 
menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 2014. 
Terpilihnya kembali Indonesia merupakan cer-
min kepercayaan masyarakat internasional ter-
hadap peran Indonesia di Bidang HAM, upaya 
kemajuan dan perlindungan HAM, serta konso-
lidasi demokrasi Indonesia. Sebelumnya Indo-
nesia juga pernah terpilih menjadi Dewan HAM 
pada 2006, 2007 dan 2011. 

13 April 2015, evakuasi pertama WNI dari 
Yaman. Evakuasi ini merupakan pemulangan 
terbesar dan tersulit yang pernah dilakukan Pe-
merintah Indonesia karena memerlukan kecepa-
tan dan ketepatan untuk meyakinkan WNI dapat 
kembali ke Ibu Pertiwi. Total terdapat 2.239 yang 
berhasil dipulangkan dalam 37 gelombang.

19-24 April 2015, Indonesia menyelenggar-
akan peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika 
(KAA) dan Peringatan ke-10 New Asian African 
Strategic Partnership (NAASP) di Jakarta dan 
Bandung. Tema utama yang diusung; Strengthe-
ning South-South Cooperation to Promote 
World Peace and Prosperity, dihadiri delegasi 
dari 92 negara Asia Afrika, termasuk Indonesia, 
15 negara observer, dan 10 organisasi interna-
sional serta sekitar 650 wakil dunia usaha dari 
34 negara Asia Afrika. Pertemuan ini mengha-
silkan Bandung Message, Reinvigorating of the 
NAASP dan Declaration on Palestine.

25 April 2015, Pemerintah RI memberikan 
bantuan sebesar USD 1 juta untuk musibah gem-
pa berkekuatan 7,9 scala richter yang menggun-
cang Nepal dan menewaskan lebih dari 4000 
jiwa. Bantuan terdiri dari tenaga medis, bantu-
an SAR, makanan siap saji, selimut, tenda dan 
obat-obatan yang juga merupakan sumbangan 
dari berbagai komponen masyarakat seperti Ru-
mah Zakat, PMI dan lain-lain.

24-26 Juni 2015, Indonesia memperoleh 
status Associate Member pada KTT Melane-
sian Spearhead Group (MSG) ke-20 di Honiara, 
Kepulauan Solomon. Sebelumnya, Indonesia 
menjadi observer pada KTT MSG ke-18 di Fiji, 
Maret 2011. Peningkatan status Indonesia di 
MSG memungkinkan Indonesia meningkatkan 
kerja sama dan hubungan lebih baik lagi dengan 
negara MSG untuk mewujudkan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dengan latar belakang 
Melanesia di kawasan.
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Delapan Belas Menteri Luar Negeri Mewarnai 
Perjalanan 70 Tahun Diplomasi Indonesia 

menjadi Menlu, Mohammad Roem adalah satu-
satunya Komisaris Agung RI untuk Kerajaan 
Belanda (1950), Menteri/Ketua Delegasi Indo-
nesia untuk perundingan dengan Belanda (1948-
1949), Ketua Panitia Persiapan Nasional (1949) 
yang menjalankan fungsi pemerintahan transisi.

Menlu RI ke-7 adalah Moekarto Notowi-
digdo (29 April 1952 - 30 Juli 1953). Moekarto 
Notowidigdo, adalah diplomat karir pertama 
yang menjadi Menlu dan merupakan wakil Pe-
merintah Indonesia pertama di PBB yang diang-
kat setelah Indonesia diterima menjadi anggota 
PBB pada 28 September 1950.

Menlu RI ke-8 adalah Soenario Sastrowar-
doyo (30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955). Sebelum 
menjadi Menlu, Soenario Sastrowardoyo pernah 
menjabat Ketua Komisi Luar Negeri di DPRS/
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara.

Menlu RI ke-9 adalah Ida Anak Agung Gde 
Agung (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956). Ida 
Anak Agung Gde Agung adalah Menteri Dalam 
Negeri RIS dan Menlu RI termuda. Beliau di-
angkat menjadi Mendagri RIS (1950) pada usia 
29 tahun dan menjabat sebagai Menlu RI pada 
usia 34 tahun. 

Menlu RI ke-10 adalah Roeslan Abdulgani 
(24 Maret 1956 - 9 April 1957). Roeslan Abdul-
gani juga menjabat Ketua Tim Penasihat Presi-
den mengenai Pancasila selama 20 tahun sejak 
1978.

Menlu RI ke-11 adalah Soebandrio (9 April 
1957 - 24 Februari 1966). Soebandrio merang-
kap jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri, 
Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dan 
Kepala Badan Pusat Intelijen dari 1962-1966. 
Ia juga menjabat sebagai Komando Operasi 
Tertinggi dalam operasi Dwikora dan Trikora 
serta menyandang pangkat Marsekal Madya 
TNI Angkatan Udara. Sebelum terjun ke dunia 
politik, Soebandrio juga sempat praktik dokter 
bedah di Batavia.

Menlu RI ke-12 adalah Adam Malik (24 
Februari 1966 - 28 Maret 1973). Adam Malik 
dijuluki ‘si kancil’ karena kecerdikannya dan 
merupakan orang Indonesia pertama dan hingga 
kini masih satu-satunya yang pernah terpilih se-
bagai Ketua Majelis Umum PBB di New York. 
Kalimat ‘semua bisa diatur’ yang populer oleh 
Warkop DKI diambil dari buah fikiran yang ke-
rap disampaikan oleh Adam Malik dan dituang-
kan dalam bukunya ‘Semua Bisa Diatur’.

Menlu RI ke-13 adalah Mochtar Kusu-
maatmadja (29 Maret 1978 - 11 Maret 1988). 

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) mer-
upakan salah satu dari 12 Kementerian yang 
pertama kali dibentuk oleh Republik Indonesia. 
Tujuan pendirian Kemlu adalah untuk menda-
patkan pengakuan dunia internasional terhadap 
Kemerdekaan Indonesia, dan Gedung Pancasila 
merupakan gedung yang menjadi saksi sejarah 
perjuangan diplomasi Indonesia.

“The policy now adopted by the Indonesian 
republic must be oriented to the international 
world. For this, the prime condition is diplo-
macy”. (Ir. Soekarno, Presiden pertama RI, Sep-
tember 1945).

Sejak Kemlu berdiri di tahun 1945 hingga 
2015, Indonesia telah memiliki 18 Menteri Luar 
Negeri (Menlu). Enam dari delapan belas Menlu 
tersebut telah dianugerahi gelar Pahlawan Na-
sional, yaitu; Achmad Soebardjo; Sutan Syahrir; 
Agus Salim; Mohammad Hatta; Ida Anak Agung 
Gde Agung dan Adam Malik. Dua diantaranya, 
yaitu Mohammad Hatta dan Adam Malik, per-
nah menjadi Wakil Presiden RI.

Menlu RI pertama adalah Achmad Soebard-
jo (19 Agustus 1945 - 14 November 1945 dan 27 
April 1951 - 3 April 1952). Selanjutnya Menlu 
Achmad Soebardjo menjabat sebagai Duta Be-
sar RI di Switzerland (1957-1961) dan juga pro-
fessor dalam bidang Sejarah Perlembagaan dan 
Diplomasi RI di Fakultas Kesusasteraan Univer-
sitas Indonesia.

Menlu RI ke-2 adalah Sutan Syahrir (14 
November 1945 - 3 Juli 1947). Pada saat yang 
bersamaan Sutan Syahrir juga menjabat sebagai 
Perdana Menteri RI pertama (14 November 1945 
- 3 Juli 1947) dan sebagai Menteri Dalam Negeri 
RI (14 November 1945 - 12 Maret 1946).

Menlu RI ke-3 adalah Haji Agus Salim (3 
Juli 1947 - 20 Desember 1949). Haji Agus Salim 
lahir dengan nama Mahudul Haq yang berarti 
‘Pembela Kebenaran’.

Menlu RI ke-4 adalah A.A. Maramis (19 
Desember 1948-13 Juli 1949). A.A. Maramis 
termasuk dalam ‘Panitia Lima’ yang ditugaskan 
Pemerintah untuk mendokumentasikan perumu-
san Pancasila.

Menlu RI ke-5 adalah Mohammad Hatta (20 
Desember 1949 - 6 September 1950). Selain di 
Indonesia, nama Mohammad Hatta juga diaba-
dikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan 
Zuiderpolder di Haarlem, Belanda dengan nama 
Mohammed Hattastraat.

Menlu RI ke-6 adalah Mohammad Roem 
(6 September 1950 - 27 April 1951). Sebelum 

Mochtar Kusumaatmadja sangat menggemari 
catur dan beliau terpilih sebagai Ketua Umum 
Persatuan Catur Indonesia (PERCASI) periode 
1985-1989.

Menlu RI ke-14 adalah Ali Alatas (21 Maret 
1988 - 20 Oktober 1999). Ali Alatas merupakan 
Menlu dengan masa jabatan terpanjang, yaitu 11 
tahun 6 bulan dan 29 hari.

Menlu RI ke-15 adalah Alwi Shihab (26 
Oktober 1999 - 9 Agustus 2001). Alwi Shihab 
adalah Menlu pertama yang lahir setelah Indo-
nesia merdeka. Beliau lahir pada 19 Agustus 
1946 atau bertepatan dengan hari jadi Kemlu.

Menlu RI ke-16 adalah Hassan Wirajuda (9 
Agustus 2001 - 20 Oktober 2009). Hassan Wira-
juda adalah tokoh utama di balik pembentukan 
Komnas HAM.

Menlu RI ke-17 adalah Marty Natalegawa 
(22 Oktober 2009 - 20 Oktober 2014). Marty 
Natalegawa menjalani seluruh jenjang pendi-
dikannya di luar negeri, dari Sekolah Tingkat 
Dasar pada 1974 hingga mendapat gelar doktor 
pada 1993.

Menlu RI ke-18 adalah Retno L.P. Marsu-
di (27 Oktober 2014 - sekarang). Retno L.P. 
Marsudi adalah Menlu RI wanita pertama, dan 
juga orang Indonesia pertama yang pernah me-
nerima Order of Merit dari Kerajaan Norwegia. 
Salah satu hobi yang digemari oleh Retno L.P. 
Marsudi bersama keluarga adalah mendaki gu-
nung.   

Hingga saat ini, Kemlu RI sudah memiliki 6 
Wakil Menteri Luar Negeri, yaitu; H. Agus Sa-
lim (12 Maret 1946 - 3 Juli 1947), Tamsil (3 Juli 
1947 - 29 Januari 1948), Triyono Wibowo (11 
September 2008 - 19 Oktober 2011), Wardana 
(19 Oktober 2011 - 14 Juli 2014), Dino Patti 
Djalal (14 juli 2014 - 20 Oktober 2014), dan 
A.M. Fachir (27 Oktober 2014 - sekarang).

Ketika bertugas di KBRI Baghdad (1998-
2002), A.M. Fachir adalah bagian dari Tim yang 
menempuh perjalanan darat sejauh ribuan km 
untuk mengungsikan ratusan WNI yang terje-
bak dalam situasi perang akibat invasi Irak ke 
Kuwait. A.M. Fachir gemar bermain musik dan 
sempat tampil di Festival Java Jazz 2015 ber-
sama band The Diplomats.  

19 Agustus 1945 – 19 Agustus 2015
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Implementasi Komitmen Yang 
Disepakati Dalam Cetakbiru ASEAN

dengan penekanan pada pemberdayaan UMKM 
agar dapat lebih terlibat dalam perdagangan re-
gional dan global.

Sebagaimana diketahui, MEA merupakan 
proses integrasi ekonomi kawasan yang telah di-
mulai sejak tahun 1977, termasuk ASEAN Free 
Trade Area (AFTA) yang telah berlaku pada 
tahun 1992. Hingga saat ini, ASEAN telah ber-
hasil mengimplementasikan hampir seluruh ko-
mitmen yang tertuang dalam Cetakbiru MEA.

Selain itu, kerja sama ekonomi dengan Mit-
ra FTA ASEAN, yang bertujuan meningkatkan 
perdagangan dan investasi di kawasan, sangat 

Indonesia mengambil bagian dalam rang-
kaian Pertemuan ASEAN Economic Ministers 
(AEM) ke-47 dan Pertemuan Terkait Lainnya di 
Kuala Lumpur, Malaysia (20-25/8).

Pertemuan ASEAN Economic Ministers ke-
47, Pertemuan AFTA-Council ke-29, dan Per-
temuan IAI Council ke-18 dipimpin langsung 
oleh Menteri Perdagangan, Thomas Lembong. 
Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan dari 
Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar 
Negeri, dan Badan Koordinator Penanaman 
Modal.

Pembahasan pada pertemuan tingkat Men-
teri Ekonomi ASEAN berfokus pada upaya 
penyelesaian implementasi komitmen yang te-
lah disepakati dalam Cetakbiru ASEAN dalam 
rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASE-
AN (MEA) di penghujung tahun 2015.

Dari segi kesiapan negara anggota ASEAN 
menghadapi tenggat waktu pembentukan MEA, 
Menteri Thomas Lembong menyebutkan bahwa 
sebagian besar negara anggota ASEAN memiliki 
tingkat kesiapan yang sama dalam mengimple-
mentasi komitmen yang telah disepakati, se-
hingga Indonesia tetap optimis.

Para Menteri Ekonomi ASEAN juga me-
nyambut baik perkembangan penyusunan Ce-
takbiru MEA 2025 yang akan menentukan arah 
kebijakan MEA pasca-2015 dan ditujukan untuk 
memperdalam integrasi ekonomi di kawasan 

penting karena Mitra FTA ASEAN merupakan 
mitra perdagangan utama dan sumber investasi 
utama ASEAN.

Pertemuan konsultasi dengan masing-masing 
Mitra FTA ASEAN membahas berbagai per-
kembangan peningkatan komitmen kerja sama 
FTA melalui berbagai upaya untuk upgrading 
dan review perjanjian FTA yang ada, dengan 
mengedepankan peningkatan pemanfaatan per-
janjian FTA bagi para pelaku usaha.

Terkait kerja sama FTA kawasan Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 
para Menteri Ekonomi negara terkait (ASEAN, 
Australia, India, Jepang, Republik Korea, Se-
landia Baru, Tiongkok) menekankan komitmen 
mereka untuk dapat menyelesaikan perundingan 
dalam waktu dekat.

Pertemuan tahunan tingkat Menteri Eko-
nomi negara anggota ASEAN dan Mitra Wicara 
ASEAN ini terdiri dari pertemuan internal ASE-
AN dan pertemuan konsultasi dengan masing-
masing Mitra Wicara ASEAN, yaitu Amerika 
Serikat, Australia, India, Jepang, Kanada, Repu-
blik Korea, Rusia, Selandia Baru, Tiongkok.

Selain itu terdapat juga pertemuan forum 
kerja sama ASEAN Plus Three (APT) yang me-
libatkan negara anggota ASEAN, Jepang, Repu-
blik Korea, dan Tiongkok, dan forum kerja sama 
East Asia Summit (EAS). 

Prioritas Politik Luar Negeri
Dalam Kabinet Kerja

Penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut; 
3. Membangun infrastruktur dan konektivitas 
maritim; 4. Kerja sama maritim melalui diplo-
masi; dan 5. Pembangunan kekuatan pertahanan 
maritim. 

Sedangkan untuk memfasilitasi tindak la-
njut kegiatan diplomasi ekonomi di luar negeri, 
Kemlu RI membentuk Task Force Diplomasi 
Ekonomi yang dikoordinir oleh Wakil Menlu. 
Pokja ini melakukan koordinasi dengan Kemen-
terian/Lembaga terkait guna memastikan bahwa 
peluang bisnis, kerja sama pembangunan dan 
kesepakatan-kesepakatan ekonomi dengan ne-
gara lain dapat segera ditindak lanjuti. 

Kemlu RI juga akan selalu melakukan pe-
ningkatan untuk memberikan perlindungan dan 
rasa aman bagi Warga Negara dan Badan Hukum 
Indonesia di luar negeri. Dalam periode 2012-

Politik luar negeri Indonesia dalam Kabinet 
Kerja diprioritaskan pada: Menjaga Kedaulatan 
Indonesia; Meningkatkan perlindungan Warga 
Negara dan Badan Hukum Indonesia ; Mening-
katkan diplomasi ekonomi; serta Peningkatan 
peran aktif RI dalam forum regional dan mul-
tilateral.

Sebagai negara maritim, Indonesia harus 
menegaskan dirinya sebagai Poros Maritim Du-
nia, sebagai kekuatan yang berada diantara dua 
samudera: samudera Hindia dan Samudera Pa-
sifik. 

Posisi sebagai Poros Maritim Dunia mem-
buka peluang bagi Indonesia untuk membangun 
kerja sama regional dan internasional bagi ke-
makmuran rakyat. 

Lima pilar utama dalam mewujudkan visi 
ini adalah: 1. Membangun budaya maritim; 2. 

2015 (Agustus 2015), Kemlu dan Perwakilan RI 
telah menyelesaikan 73.120 kasus WNI/BMI di 
luar negeri, termasuk keberhasilan melepaskan 
261 WNI yang terancam hukuman mati. Kemlu 
juga membantu repatriasi WNI di luar negeri 
akibat bencana alam (Jepang dan Nepal) dan 
konflik (Libya, Mesir, Suriah, Tunisia dan Ya-
man) yang jumlahnya selama tahun 2011-2015 
mencapai 18.038 orang.  

Diplomasi itu harus dapat memberi solusi 
yang menjembatani perbedaan dan membuka 
peluang untuk kepentingan Negara dan rakyat 
Indonesia. Diplomasi Indonesia akan terkoneksi 
dengan kepentingan rakyat. Diplomasi Indone-
sia akan membumi, dan diplomasi Indonesia 
akan dilakukan secara tegas dan bermartabat, 
kata Menlu Retno LP Marsudi.



15 september - 14 oktober 2015No. 92 tAHUN VIIISorot12 Diplomasi
TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Kerja Sama ASEAN-RRT diproyeksikan 
Untuk  Menyelesaikan Permasalahan 
Regional dan Global

Menerjemahkan Visi  ASEAN 2025

Kerja sama kemitraan ASEAN dengan Re-
publik Rakyat Tiongkok (RRT) telah terjalin se-
cara informal sejak tahun 1991 dan RRT secara 
resmi menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada 
tahun 1996. Kerja sama tersebut diwujudkan 
melalui berbagai forum dan lembaga, antara lain 
melalui ASEAN-China Centre (ACC) yang ber-
lokasi di Beijing, RRT.

“ACC dituntut untuk lebih kreatif dalam me-
nyusun berbagai program dan kerja sama demi 
tercapainya common interest. Dengan upaya 
bersama, seperti melalui mekanisme ACC, diya-
kini akan lebih efektif dalam upaya memperkuat 
kerja sama ASEAN-RRT ataupun menyelesai-
kan permasalahan regional bahkan global, di-
bandingkan apabila dilakukan sendiri,” ungkap 
Wamenlu RI, A.M. Fachir, saat menerima cour-
tesy call Sekretaris Jenderal ACC, Duta Besar 
Yang Xiuping, yang didampingi oleh Direktur 
Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata ACC, 

Tujuan kerja sama pendidikan ini salah sa-
tunya adalah untuk mendukung pengembangan 
UKM (usaha kecil dan menengah) yang juga 
merupakan kepentingan Indonesia maupun 
ASEAN. Hal ini selaras dengan dicanangkannya 
tahun 2016 sebagai ASEAN-China Education Ex-
change Year serta dalam rangka memperingati 25 
tahun ASEAN-China Dialogue Relations.

Secara khusus, Wamenlu RI juga menekan-
kan perlunya upaya bersama dan dukungan dari 
ACC untuk meningkatkan arus wisatawan antara 
ASEAN dan RRT, terutama wisatawan ke Indo-
nesia.

Pada akhir pertemuan, Wamenlu RI me-
nyatakan bahwa ACC adalah salah satu wadah 
yang baik untuk ikut mendukung pembangu-
nan Komunitas ASEAN serta perlu diupayakan 
bahwa manfaat dari keberadaan ACC ini dapat 
langsung dirasakan oleh masyarakat ASEAN dan 
RRT. (Dit. MWAK)

Tri Purnajaya, Selasa (25/8).
ASEAN-China Centre (ACC) didirikan 

berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditan-
datangani para Menlu ASEAN dan RRT di 
sela-sela KTT ke-15 ASEAN dan KTT Terkait 
Lainnya di Cha-Am Hua Hin, Thailand tahun 
2009. Pendirian organisasi ACC secara fisik di 
Beijing, RRT disahkan secara formal di sela-
sela KTT ke-14 ASEAN-RRT di Bali, Novem-
ber 2011.

Dalam pertemuan, Sekjen ACC menyam-
paikan 5 fokus kerja sama ACC, yaitu bidang 
perdagangan, investasi, pendidikan, kebu-
dayaan dan pariwisata. ACC telah menjalin 
kerja sama dengan beberapa sekolah kejuruan 
di Provinsi Jiangsu, Harbin, Guangxi Zhuang 
Autonomous Region, Guangdong, Fujian, dan 
Guilin untuk mendidik para pelajar dari nega-
ra-negara anggota ASEAN agar siap bekerja 
dengan keahlian khusus.

syarakat. ASEAN juga diharapkan akan menjadi 
kawasan yang semakin damai dan stabil, terin-
tegrasi secara ekonomi, outward looking, serta 
merangkul seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan kali ini, HLTF juga mela-
kukan pertemuan dengan para Duta Besar atau 
Perwakilan dar inegara-negara Mitra Wicara 
ASEAN guna menyampaikan Visi Masyarakat 
ASEAN 2025 serta tantangan yang mungkin 
akan dihadapi dalam menyongsong visi terse-
but. Para Duta Besar/Perwakilan Mitra Wicara 
ASEAN memiliki perhatian besar terhadap 
proses penyusunanVisi ASEAN 2025 dan ingin 
berkontribusi dalam pengembangan kemitraan 
dengan ASEAN demi  pencapaian Visi tersebut.

Penyusunan Visi Masyarakat ASEAN 2025 
merupakan agenda utama Pertemuan HLTF 
sepanjang tahun 2015 yang diarahkan untuk 
mempersiapkan ASEAN dalam sepuluh tahun 
kedepan guna menghadapi berbagai tantangan 
dan memanfaatkan peluang pada tataran regio-
nal dan global setelah pembentukan Masyara-
kat ASEAN secara resmi pada akhir Desember 
2015. Pertemuan ke-10 HLTF (terakhir) akan 
dilakukan pada bulan Oktober 2015 di Kuala 
Lumpur sebelum pengesahan dokumen ASEAN 
2025 oleh para Kepala Negara/Pemerintahan 
ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
ASEAN bulan November 2015 di Malaysia.

mi dan social budaya untuk melakukan konso-
lidasi tiga Cetak Biru masing-masing pilar dan 
melakukan finalisasi draft Kuala Lumpur De-
claration on ASEAN Community Vision 2025 
serta draft ASEAN Community Vision 2025. 
Pertemuan juga membahas draft informasi 
singkat mengenai Visi ASEAN 2025, yang 
nantinya akan dimuat dalam laman Sekretariat 
ASEAN bagi masyarakat.

Dalam 10 tahunmendatang, ASEAN diha-
rapkan dapat semakin kokoh, bersifat rules-ba-
sed serta beriorientasi dan berpusat pada ma-

Penting bagi ASEAN untuk dapat mener-
jemahkan Visi  ASEAN 2025 secara sederhana 
agar mudah dimengerti oleh masyarakat umum 
di ASEAN. Hal ini disampaikan oleh Direktur 
Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian-
Luar Negeri RI, I Gusti Agung Wesaka Puja 
selakuWakil Indonesia pada Pertemuan putaran 
ke-9 High Level Task Force (HLTF) on ASEAN 
Community’s Post-2015 Vision yang diseleng-
garakan di Bali, 4-7 September 2015.  

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan tiga pi-
lar ASEAN di bidang politik keamanan, ekono-
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NGO Mendesak Isu Pelanggaran HAM 
Masuk  Dalam Agenda Pacific Islands 
Forum (PIF) 

pembangunan. “Indonesia siap, dan dengan 
semangat, mendukung negara-negara PIF da-
lam upaya pembangunannya” tegas Wamenlu 
Fachir. 

Salah satu isu yang mendapat perhatian ting-
gi dalam pertemuan terkait dengan tantangan 
perubahan iklim yang dihadapi negara-negara 
Pasifik. Menanggapi hal ini, Wamenlu RI meny-
ampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen 
yang tinggi untuk mengatasi Perubahan Iklim. 

Indonesia juga akan bantu dorong kepen-
tingan negara kepulauan di Pasifik dalam upaya 
mendapatkan hasil yang ambisius dan equitable 
pada pertemuan Perubahan Iklim UNFCCC di 
Paris akhir tahun ini. “Kita akan bekerja dengan 

Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, 
telah menghadiri KTT ke-46 Pacific Islands 
Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini, 7 
– 11 September 2015. Pertemuan yang memba-
has isu-isu Perikanan, Perubahan Iklim, Kanker 
Serviks, Teknologi Informasi dan pelanggaran 
HAM di Papua Barat, menyepakati komunike 
bersama sebagai hasil dari KTT tersebut.  

Dalam statement-nya, Wamenlu RI meny-
ampaikan bahwa Indonesia sebagai Negara ke-
pulauan memiliki berbagai tantangan yang sama 
dengan negara - negara pulau di Pasifik. Dalam 
kaitan ini Wamenlu RI menyampaikan komit-
men Indonesia untuk mendukung negara-negara 
Pasifik dalam menghadapi berbagai tantangan 

negara Pasifik untuk mendapatkan hasil di Paris 
guna mengatasi tantangan yang dihadapi nega-
ra-negara Pasifik terkait Perubahan Iklim” tutur 
Wamenlu RI. 

Terkait dengan masuknya isu pelanggaran 
HAM di Papua Barat dalam agenda PIF, Indo-
nesia menyayangkan hal ini, mengingat isu ter-
sebut masuk atas desakan berbagai NGO dan 
bukan merupakan usulan Pemerintah Negara-ne-
gara PIF. Indonesia menyampaikan bahwa usu-
lan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama 
pembentukan PIF, yaitu untuk mendorong kerja 
sama ekonomi dan pembangunan di kawasan. 

Dari hasil pembahasan isu Papua, para Ke-
pala Negara PIF kembali menyatakan dukungan-
nya kepada kedaulatan dan integritas NKRI, 
termasuk terhadap semua propinsi Papua. Selain 
itu, juga diusulkan agar ketua PIF melakukan 
konsultasi dengan Pemerintah Indonesia term-
asuk dengan mengirimkan  misi pencari fakta 
PIF ke Papua Barat terkait adanya tuduhan pe-
langgaran HAM. 

Menanggapi pembahasan isu Papua, Wa-
menlu RI dalam pernyataannya menyampaikan 
penolakan terhadap berbagai tuduhan pelang-
garan HAM di Papua yang tidak berdasar dan 
merefleksikan pemahaman yang salah terhadap 
fakta sesungguhnya di lapangan. 

Wamenlu RI juga menolak intervensi asing 
termasuk usulan adanya misi pencari fakta PIF 
ke provinsi Papua Barat terkait tuduhan pe-
langgaran HAM. “Sebagai negara demokratis, 
Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi 
hukum dan penghormatan terhadap HAM. Indo-
nesia memiliki mekanisme HAM nasional yang 
berfungsi dengan baik yang belum tentu dimiliki 
oleh sebagian Negara PIF” tegas Wamenlu RI. 

Selain itu, Wamenlu RI juga menekankan 
bahwa pembangunan selama ini di Papua jauh 
lebih maju dari sebagian negara kepulauan di 
Pasifik. Wamenlu Fachir menyayangkan ba-
hwa dalam pembahasan tidak disoroti kemajuan 
yang telah dicapai di Papua dan jumlah dana 
pembangunan yang dialokasikan ke Papua un-
tuk pembangunan sosial dan ekonomi. 

PIF adalah organisasi regional di kawasan 
Pasifik yang bertujuan untuk mencapai pertum-
buhan dan pembangunan berkelanjutan. PIF Me-
miliki 16 negara anggota dan 17 Mitra Wicara.  
Indonesia merupakan salah satu Mitra Wicara 
bersama Amerika Serikat, RRT, Kuba, Filipina, 
Italia, Spanyol, India, Inggris, Jepang, Kanada, 
Republik Korea, Malaysia, Perancis, Thailand, 
Turki, dan Uni Eropa.

Sebagai negara demokratis, Indonesia sangat menjunjung tinggi 
supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM. Indonesia 

memiliki mekanisme HAM nasional yang berfungsi dengan baik yang 
belum tentu dimiliki oleh sebagian Negara PIF” 

Wamenlu RI
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Program Bantuan Peningkatan 
Kapasitas Kerajinan Kerang 
Ke Melanesia Spearhead Group (MSG)

Sejak tanggal 22 Agustus hingga 12 Sep-
tember 2015, telah dilaksanakan kegiatan pela-
tihan kerajinan kerang di tiga negara Melanesia 
Spearhead Group (MSG) yaitu Papua Nugini, 
Kepulauan Solomon, dan Fiji. Kegiatan pelati-
han ini merupakan tindak lanjut kunjungan ker-
ja Menlu RI, Retno Marsudi, ke negara-negara 
MSG pada Februari 2015 lalu.

Pemerintah Indonesia mengirimkan tenaga 
ahli kerajinan kerang binaan Kementerian Ke-
lautan dan Perikanan (KKP) yaitu Ibu Cici Su-
lasti, didampingi Asisten Tenaga Ahli dari KKP, 
Direktorat Kerja Sama Teknik-Dirjen Informasi 
dan Diplomasi Publik Kemlu, dan BPSDM 
KKP.

Pelatihan kerang di Port Moresby, Papua 
Nugini dilaksanakan pada 22-28 Agustus 2015 
di KBRI Indonesia, dan diikuti oleh 80 peserta 
dari PNG Women in Business (WIB) dan PNG 
Women’s Chamber of Commerce and Industry 
(WCII). 

Pelatihan yang dibuka oleh Duta Besar Indo-
nesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solo-
mon ini mengajarkan pembuatan bunga dari ke-
rang dan seni merangkainya di dalam vas, serta 

berbagai aksesoris seperti bros, anting-anting 
gelang, kalung dan pengikat rambut.

Pelatihan di Kepulauan Solomon dilaksana-
kan pada 31 Agustus - 2 September 2015 di NPF 
Plaza, Honiara, dan diikuti oleh 47 peserta dari 
Solomon Island Women in Business Association 
(SIWBA). Materi yang diberikan sama dengan 
yang diberikan di PNG yaitu pembuatan keraji-
nan bunga dari kerang, dan pembuatan aksesoris 
dari kerang. 

Sedangkan pelatihan di Fiji, dilaksanakan 
pada 8-12 September 2015, bertempat di Fiji 
Museum, Suva. Pelatihan yang lebih bersifat 
pelatihan TOT ini dibuka oleh Ketua Fiji Art 
Council dan diikuti oleh 25 peserta dari Kemen-
terian Wanita, Kementerian Pemuda, Fiji Art 
Council, dan Fiji Museum. 

Materi pelatihan sama seperti yang diberi-
kan di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, 
namun ada penambahan berupa pembuatan 
lampu hias dari kerang. Sebagai salah satu cara 
untuk membantu mempromosikan dan me-
masarkan produk kerajinan kerang yang dibuat 
oleh peserta, telah dilakukan kegiatan Mini Ex-
hibition di Hotel Grand Pacific dan Mall MHCC 

yang dihadiri oleh Presiden Fiji dan Menteri Wa-
nita Fiji.

Program bantuan peningkatan kapasitas ke-
rajinan kerang ini mendapat tanggapan positif 
dari peserta maupun Pemerintah, LSM, dan me-
dia massa setempat. TV FBC dan koran harian 
setempat meliput acara pelatihan. Mereka ber-
harap agar Indonesia dapat terus memberikan 
bantuan secara berkelanjutan guna mempererat 
kerjasama antara Indonesia dan negara-negara 
MSG. 

Beberapa peserta, terutama yang bergerak 
di bisnis aksesoris, menyatakan minatnya untuk 
membeli mesin dan bahan tambahan dari Indo-
nesia agar mampu membuat produk kerajinan 
kerang sebagai tambahan penghasilan keluarga 
(income generating). 

Disamping melakukan pelatihan, tim juga 
menyerahkan bantuan peralatan berupa bor un-
tuk melengkapi bantuan mesin gurinda yang 
pernah diberikan Menteri Luar Negeri RI pada 
saat melakukan kunjungan kerja ke Papua Nu-
gini, Kepulauan Solomon dan Fiji.
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Pertemuan Pertama Joint Ministerial Com-
mittee (JMC) pada tingkat Menteri Luar Negeri 
telah diselenggarakan di Suva, Fiji (01/09). De-
legasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar 
Negeri Retno L.P. Marsudi, sementara delegasi 
Fiji dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Ratu In-
oke Kabuabola. Pertemuan tersebut merupakan 
implementasi dari Development Cooperation 
Agreement yang ditandatangani tahun 2011.

JCM bertujuan untuk meningkatkan kerja 
sama bilateral kedua negara khususnya di bidang 
ekonomi. “Fiji merupakan salah negara penting 
di Pasifik bagi Indonesia tidak saja dalam kerja 
sama ekonomi namun juga dalam kerja sama 
demokratisasi dan keamanan dan stabilitas ka-
wasan,” tegas Menlu Retno.

Kedua negara sepakat untuk terus mening-
katkan kerja sama ekonomi dengan mendorong 
intensifikasi kerja sama business to business. 

Dalam konteks perdagangan, beberapa produk 
yang memiliki potensi untuk dikembangkan an-
tara lain rangka baja ringan, suku cadang alat-
alat pertanian dan perikanan.

“Pemerintah Indonesia telah membuka ja-
lan bagi masuknya barang-barang Indonesia, 
antara lain dengan pelaksanaan kerja sama 
pengembangan kapasitas di bidang perika-
nan dan pertanian. Landasan ini diharapkan 
dapat digunakan oleh kalangan swasta untuk 
mengembangkan ekspor ke Fiji,” lanjut Menlu 
Retno.

Perdagangan Indonesia dengan Fiji meru-
pakan salah satu yang terbesar di negara Ke-
pulauan Pasifik (USD 25,57juta) dengan surplus 
berada pada pihak Indonesia. Ekspor Indonesia 
yang menonjol ke Fiji antara lain: karoseri bus, 
produk makanan, garmen dan kertas.

Fiji Dukung Integritas Wilayah NKRI

Selain isu ekonomi, pertemuan juga mem-
bahas isu-isu terkait demokrasi dan good gover-
nance, serta keamanan dan stabilitas kawasan. 
Menlu Fiji dalam kesempatan tersebut men-
ekankan kembali komitmen Fiji untuk terus 
mendukung integritas wilayah negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

“Sebagai upaya untuk mendorong demokra-
si di kawasan Indonesia terus melakukan kerja 
sama dengan Fiji untuk isu demokrasi dan good 
governance,” sambung Menlu Retno lagi.

Indonesia dan Fiji memiliki kesamaan bu-
daya Melanesia. Fiji memberikan konfirmasi 
partisipasinya dalam Melanesian Cultural Festi-
val yang akan diselenggarakan di Kupang pada 
26-30 Oktober 2015.

Kedua Menlu juga membahas kerja sama di 
bidang peacekeeping. Dalam hal ini Indonesia 
menyampakan kesiapannya untuk memberikan 
pelatihan bagi Fiji dengan menggunakan fasili-
tas peacekeeping Indonesia di Sentul. Delegasi 
Fiji juga hadir dalam Pertemuan Regional Asia 
Pasifik untuk Peacekeeping yang diselenggara-
kan di Jakarta Agustus 2015.

Berbagai Kerja Sama Bilateral Lainnya
Beberapa bidang kerja sama lain yang sepa-

kat untuk dikembangkan antara lain pertanian, 
perikanan, pengembangan usaha kecil dan men-
engah, pemuda dan olahraga, serta pemberday-
aan perempuan.

Fiji merupakan negara yang banyak meng-
gunakan beasiswa yang ditawarkan oleh Pe-
merintah Indonesia. Sampai saat ini terdapat 
542 penerima beasiswa Indonesia. Kerja sama 
di bidang pendidikan dan pelatihan ini diyakini 
akan memberikan kontribusi dalam mendekat-
kan hubungan antara kedua negara.

Indonesia dan Fiji telah memiliki Perjanjian 
Bebas Visa bagi pemegang paspor Diplomatik 
dan Paspor Dinas. Saat ini kedua negara sedang 
membahas kemungkinan bebas visa untuk kun-
jungan singkat bagi pemegang paspor biasa.

Sebagai bagian dari pertemuan JMC, men-
urut rencana Menlu RI dan Menteri Pertahanan 
Fiji akan menyaksikan penandatangan MoU on 
Cooperation in Combating Illict Trafficking in 
Narcotic Drugs pada tanggal 2 September 2015. 
MoU ditujukan untuk meningkatkan kerja sama 
kedua negara di bidang pertukaran informasi, 
penigkatan kapasitas, pelatihan, serta pertukaran 
kunjungan tenaga ahli.

Pertemuan Bilateral pada tingkat Menteri 
Luar Negeri kedua akan dilakukan di Indonesia 
pada paruh kedua tahun 2016.

Joint Ministerial Committee 
(JMC) RI-FIJI

“Pemerintah Indonesia telah membuka jalan bagi masuknya 
barang-barang Indonesia, antara lain dengan pelaksanaan 

kerja sama pengembangan kapasitas di bidang perikanan dan 
pertanian. Landasan ini diharapkan dapat digunakan oleh 
kalangan swasta untuk mengembangkan ekspor ke Fiji” 

Menlu Retno
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Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. 
Marsudi menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri 
(PTM) Luar Negeri ke-7 Forum East Asia-Latin 
America Cooperation (FEALAC), (21/8). Perte-
muan dihadiri oleh para Menteri Luar negeri dan 
Delegasi dari 36 negara anggota FEALAC.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu menekan-
kan pentingnya isu konektivitas, yang meliputi 
udara, laut, insitusi, media, people-to-people 
contact, dan perdagangan serta investasi.  “Ini 
saatnya FEALAC melihat Samudera Pasifik bu-
kan memisahkan, melainkan menghubungkan 
kedua kawasan, sehingga potensi ini harus di-
manfaatkan untuk membawa kemakmuran bagi 
masyarakat kedua kawasan” papar Menlu RI. 
Isu konektivitas ini telah dibawa oleh Indonesia 
sejak PTM FEALAC di Bali tahun 2013.

Menteri Retno menyampaikan dorongan 
bagi penguatan sistem transportasi maritim dan 
udara yang efisien, pembangunan infrastruktur 
maritim dan kerja sama udara dengan pener-
bangan langsung atau code sharing. Juga disam-
paikan bahwa konektivitas digital dan ICT men-
jadi kunci komunikasi dalam mengatasi masalah 

jarak antara kedua kawasan.
Penguatan konektivitas tersebut diharapkan 

akan mempelancar pergerakan manusia, barang 
dan jasa. Potensi FEALAC dengan jumlah pen-
duduk kedua kawasan mewakili hampir 40% 
penduduk dunia, 33% dari total perdagangan 
global, dan 35% dari total GDP dunia menjadi 
target Indonesia untuk memperkuat kehadiran 
produk Indonesia pada pasar non-tradisional di 
kawasan Amerika Latin tersebut. Terpilihnya In-
donesia sebagai Ketua Working Group on Trade, 
Investment, Tourism and MSMEs pada Forum 
FEALAC tersebut akan dimanfaatkan untuk 
mendukung rencana capaian tersebut.

Di samping isu konektivitas, Indonesia juga 
mendukung pembangunan jejaring pengusaha 
kecil dan menengah antara kedua kawasan, pen-
guatan kerja sama Selatan-Selatan, kerja sama 
Triangular dan peningkatan kemitraan sektor 
swasta dan sektor pemerintah (public-private 
partnership). Indonesia mengusulkan kiranya 
FEALAC dapat membuat database peraturan 
perdagangan negara sebagai penunjang upaya 
peningkatan perdagangan.

Menlu Retno juga menggunakan kesempatan 
pertemuan ini untuk mendorong kerja sama da-
lam penanganan masalah Transnational Organi-
zed Crime (TCO) dengan membentuk network, 
pertukaran informasi dan data, berbagi pengala-
man, dan peningkatan kapasitas. FEALAC di-
harapkan dapat memprioritaskan pembentukan 
networking antara penegak hukum dari negara-
negara anggota, terutama kejahatan perdagang-
an obat terlarang. Menlu Retno juga mendorong 
bagi penguatan penanganan bencana alam.

Pada pertemuan ini, Menlu Retno juga 
menginformasikan rencana Indonesia untuk me-
nyelenggarakan Indonesia-FEALAC Youth Con-
ference di Bandung pada 18-22 September 2015 
dan pertemuan kedua World Culture Forum di 
Bali pada September 2016. Kegiatan tersebut 
menjadi bukti upaya konkrit Indonesia untuk 
memperkuat people-to-people contact.

PTM VII FEALAC telah mengesahkan San 
Jose Declaration yang berisi antara lain kesepa-
katan untuk memperkuat konektivitas kawasan 
Asia Timur dan Amerika Latin, memberantas 
kemiskinan dan mempromosikan pembangunan 
berkelanjutan. Pertemuan juga telah mengelu-
arkan pernyataan bersama untuk menunjukkan 
belasungkawa dan solidaritas atas ledakan bom 
yang melanda distrik Ratchaprasong, Bangkok, 
yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Di sela-sela PTM ke-7 FEALAC, Menteri 
Retno juga bertemu dengan Menteri Luar Ne-
geri Kosta Rika, El Salvador, Uruguay, dan Pa-
nama untuk membahas peningkatan kerja sama 
bilateral. 

Menlu Retno Memandang 
Penting Isu Konektivitas 
Antar Negara Anggota 
FEALAC

Diplomatic Tour Festival Boalemo
Provinsi Gorontalo menyimpan potensi be-

sar dalam pembangunan investasi di bidang per-
kebunan, perikanan dan pariwisata. Diharapkan 
dengan diadakannya Festival Boalemo 2015 di 
Gorontalo dapat memberikan dampak positif 
dan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh ma-
syarakat Gorontalo terutama di wilayah pesisir. 
Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Puan Maha-
rani, Menteri Koordinator Bidang Pembangu-
nan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 
Gala Dinner Festival Boalemo 2015 yang turut 
mengundang kehadiran Duta Besar dari negara 
sahabat (9/11).

Sebanyak 7 diplomat dari negara sahabat, 3 
di antaranya Duta Besar berada di Provinsi Go-
rontalo pada 7-10 September 2015, dalam acara 
Diplomatic Tour sebagai bagian dari rangkaian 
kegiatan Festival Boalemo 2015. Negara peserta 
antara lain terdiri dari Kroasia, Swiss, Meksiko, 
Armenia, Mozambik, Pakistan, dan Polandia. 

Diplomatic Tour Festival Boalemo juga mer-
upakan rangkaian dari Sail Tomini 2015, yang 
acara puncaknya akan dilaksanakan di Sulawesi 

Tengah pada tanggal 19 September 2015. Dip-
lomatic Tour bertujuan untuk memperkenalkan 
peluang dan mendorong kerja sama ekonomi 
dan sosial budaya secara riil di daerah-daerah 
di Indonesia dan menjadi salah satu instrumen 
diplomasi di bidang ekonomi. Kegiatan ini juga 
diharapkan dapat mempercepat realisasi kerja 
sama ekonomi dan investasi ke daerah serta 
membuka network antara pemerintah daerah 
dengan para Duta Besar negara sahabat. 

Rangkaian kegiatan Diplomatic Tour Festi-
val Boalemo antara lain mengunjungi Penenunan 
Kain Karawo oleh 500 Pengrajin, Welcoming 
Dinner yang dituanrumahi oleh Gubernur Goron-
talo, Updates from the Region yang dipaparkan 
oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangu-
nan Daerah Provinsi Gorontalo mengenai poten-
si daerah tersebut, Gala Dinner bersama Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Festival Karawo, serta merasakan 
keindahan laut dengan snorkeling di Pantai Bo-
tutonuo.
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Festival Baelemo

Kegiatan Festival Budaya adalah event yang 
selalu dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan 
Sail di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Fes-
tival Derawan adalah kegiatan Festival Budaya 
yang mengikuti Sail Komodo pada 2013, dan 
Festival Sentani mengikuti kegiatan Sail Raja 
Ampat pada 2014. 

Festival Derawan dan Festival Sentani, da-
pat dikatakan sebagai bentuk miniatur dari acara 
Sail itu sendiri. Pada 2015 ini, Boalemo ditetap-
kan sebagai lokasi acara Festival Budaya dalam 
rangkaian Sail Tomini 2015. 

Boalemo merupakan daerah yang berada 
di pesisir Teluk Tomini, dan merupakan daerah 
pemekaran dari wilayah Kabupaten Gorontalo. 
Maka tidak heran jika kelima kecamatan yang 
ada di Boalemo memiliki panorama pantai yang 
cukup indah. Namun dari sekian banyak pantai 
itu, baru Pantai Bolihutuo yang secara resmi di-
jadikan tempat wisata. 

Pantai Bolihutuo terdapat di Kecamatan 
Tilamuta, yang diresmikan dengan nama Objek 
Wisata Boalemo Indah. Untuk menuju lokasi 
pantai ini, wisatawan harus menempuh perjala-

nan melalui jalan trans Sulawesi, jaraknya seki-
tar 130 km dari pusat Kota Gorontalo. 

Pulau lainnya yang cukup unik adalah Pulau 
Lahumbo atau Pulau Paniki, yaitu berupa terda-
patnya ratusan ribu kelelawar, yang menjadikan 
pulau ini nampak hitam di kejauhan. 

Tempat lainnya yang tidak kalah menarik 
untuk dikunjungi adalah Taman Laut Pulau Ba-
tila yang berada di Kecamatan Paguat. Taman 
laut ini memiliki keindahan terumbu karang dan 
beragam biota laut. Menurut penelitian para ahli 
pariwisata, keindahan Taman Laut Pulau Bitila 
dua kali lebih indah daripada keindahan Taman 
Laut Bunaken.

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten 
Boalemo berada di bagian selatan Wilayah Pro-
vinsi Gorontalo, dengan posisi 00º23’50” sampai 
00º55’40” Lintang Utara dan 122º01’10”  sam-
pai 122º39’25” Bujur Timur. Sedangkan secara 
administrasi, wilayah Kabupaten Boalemo me-
miliki luas wilayah daratan mencapai 2.300,90 
km2, terdiri dari 7 wilayah Kecamatan yang ter-
bagi dalam 82 Desa.

Festival Boalemo 2015 di isi dengan kegiatan 
Percepatan Pembangunan, Gerakan Membangun 
Kampung, Pengembangan Potensi Parekraf, 
Operasi Bakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan, 
Lomba Dayung, Lomba Perahu Layar, Seminar 
Konservasi dan Taman Laut, Pemeran/expo, 
Olahraga Bahari, Pentas Budaya dan Atraksi 
Wisata, Terjun Payung, Paramotor, Aeromode-
ling, Demo Terbang Layang, Playpass Pesawat 
Tempur, Pembangunan Sarana Prasarana, Yacht 
Rally, Diplomatic Tour, dan Acara Puncak Fes-
tival Boalemo. 

Kerja Sama Indonesia-Jepang di bidang Pengembangan 
Teknologi Roket Dan Industri Penerbangan

Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza 
Mahendra, menyatakan menaruh harapan besar 
bahwa kerja sama Indonesia-Jepang di bidang 
pengembangan teknologi roket dan industri 
penerbangan dapat menjadi sebuah kenyataan. 

“Indonesia memiliki PT DI dan juga LA-
PAN, sehingga kita memang mempunyai basis 
untuk bidang itu serta berpeluang untuk mela-
kukan kerja sama di bidang tersebut,” ujar Du-
bes Yusron usai berkunjung ke kota Nagoya, 
memenuhi undangan ke fasilitas pengembangan 
roket dan regional jet Mitsubishi Heavy Indu-
stries, Kamis (04/09). 

“Justru karena Jepang tahu kita memiliki PT 
DI dan LAPAN–lah, atau dengan kata lain ka-
rena basis kita di kedua bidang itu tidak nol-lah, 

maka mereka mengirim undangan ke KBRI 
Tokyo berkunjung ke fasilitas industri itu,” 
tambahnya. 

Dalam pengembangan teknologi roket, Je-
pang termasuk negara dengan tingkat teknologi 
yang mumpuni. Roket dengan bahan bakar hi-
drogen cair dan oksigen cair yang ditinjau Yus-
ron, adalah salah satu roket baru Jepang yang 
siap diluncurkan beberapa bulan mendatang. 

Saat ini Jepang juga sedang mempersiap-
kan roket untuk mengirim pesawat ke bulan 
yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 
2020. 

Mitsubishi Regional Jet, pesawat penum-
pang yang dikembangkan oleh Mitsubishi 
Heavy Industries, sedang bersiap dikirimkan 

ke Amerika Serikat untuk uji coba, sekaligus un-
tuk memperoleh izin kelaikan terbang. Sekalipun 
izin tersebut belum di tangan, perusahaan ter-
sebut kini telah menerima pesanan sekitar lima 
ratus buah pesawat. Seratus di antaranya adalah 
pesanan Amerika Serikat. 

Melihat besarnya potensi yang ada dan juga 
mengingat fasilitas yang dimiliki Indonesia, di PT 
DI misalnya, Yusron menilai bahwa kerja sama 
RI-Jepang dalam bidang ini akan dapat membuat 
PT DI menggeliat kembali. (KBRI Tokyo)
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Updates from the Region: Mengajak Investor 
Asing Gali Potensi Ekonomi Karimun

 Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian 
Luar Negeri bekerjasama dengan Kabupaten Ka-
rimun menyelenggarakan acara Updates from the 
Region (UFTR): Free Trade Zone and Free Port 
of Karimun di Hotel Intercontinental, Jakarta 
(22/09). Acara bertujuan untuk mempromosikan 
potensi usaha yang ada di Kabupaten Karimun, 
yang merupakan salah satu dari empat free trade 
zones (kawasan perdagangan bebas) di Indonesia 
selain Batam, Bintan, dan Sabang. Acara dihadiri 
oleh para Duta Besar dan Diplomat Asing di ja-
karta, pengusaha, dan media massa. 

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Infor-
masi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar 
Negeri, Esti Andayani menyampaikan bahwa 
Karimun memiliki banyak kelebihan termasuk 
lokasi geografis. Karimun memiliki lokasi stra-
tegis karena merupakan bagian dari kepulauan 
Riau di Selat Malaka yang merupakan salah satu 
jalur dagang tersibuk di dunia karena dilewati 
90.000 kapal per tahun.

“Dengan lokasi strategisnya, Karimun me-
mainkan peran penting dalam doktrin Poros Ma-
ritim Indonesia Presiden Joko Widodo, terutama 
sebagai pusat (hub) antara Indonesia, Malaysia, 
dan Singapura,” tambah Dirjen IDP.

Dirjen IDP menambahkan bahwa selain lo-
kasi strategis, Karimun memiliki kelebihan lain 
termasuk sumber daya manusia yang berjumlah 
besar, keindahan alam dan budaya, serta pera-
turan-peraturan yang ramah usaha dan investasi 
(business and investment-friendly regulation) 
termasuk bebas bea ekspor dan impor, bebas pa-
jak pertambahan nilai, dan tax holiday.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Kemenko Pe-
rekonomian Bidang Ekonomi dan Kemaritiman, 
Purba Robert Sianipar menyampaikan bahwa 
sejak ditetapkan sebagai kawasan perdagangan 
bebas di tahun 2007, Karimun telah mengalami 
pertumbuhan pesat.

“Sebelum tahun 2009, hanya ada sembilan 
perusahaan yang beroperasi di Karimun. Sete-
lah penetapannya sebagai kawasan perdagangan 
bebas, jumlah perusahaan yang berinvestasi di 
Karimun meningkat pesat menjadi sekitar 150,” 
tambah Sahli.

UFTR merupakan forum yang diselenggara-
kan dua kali setahun dimana Direktorat Jenderal 
IDP bekerjasama dengan pemerintah daerah un-
tuk mempromosikan potensi usaha daerah kepa-
da para diplomat asing, pengusaha, dan investor. 
Sejak dimulai tahun 2007, UFTR telah mempro-
mosikan potensi di daerah-daerah seperti Batam, 
Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Surabaya. 
(Dit. Diplomasi Publik/Dit. Infomed/PAN)

Desainer muda Indonesia, Diana Putri atau 
yang lebih dikenal dengan Diana Couture, ber-
hasil memperoleh penghargaan The Best De-
signer Award melalui 10 karyanya pada acara 
New York Couture Fashion Week 2015 yang 
diselenggarakan pada 12 September 2015 di 
Crowne Plaza Hotel, Times Square, New York, 
Amerika Serikat.

 Karya yang ditampilkan Diana mengang-

kat tema ”Garuda”. Diana melihat Garuda se-
bagai lambang kekuatan dan sekaligus elegan. 
Menurutnya, karakter tersebut mewakili sosok 
wanita yang elegan namun memiliki kekuatan. 
Warna biru, emas, tembaga dan lembayung yang 
mewakili warna alam, langit dan bumi sangat 
mendominasi hasil rancangannya.

 Diana juga sangat teliti dalam pemilihan 
bahan mulai dari kulit, translace, sequince dan 
body stocking. Dalam pengerjaan karyanya, Dia-
na mengandalkan teknik laser cut, quilting dan 
digital printing pada bahan kulit. 

Hasil rancangan Diana memperoleh sambutan 
yang meriah dan antusias dari fashionista yang 
hadir pada pagelaran tersebut. Kesan elegan khas 
Diana ditunjang oleh sepatu glamor karya artis 
Vicky Shu. Diana merangkul Vicky Shu karena 
sepatu rancangan Vicky dinilai sesuai dengan ka-
ryanya. Kolaborasi dua desainer muda Indonesia 
ini dinilai sangat sukses dan menjanjikan untuk 
pengembangan bisnis keduanya di dunia fashion 
internasional. (Sumber: KJRI New York)

Diana Couture, Raih Penghargaan 
The Best Designer Award pada Acara 
New York Couture Fashion Week 
2015, Amerika Serikat
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 “Tugas Kemlu adalah mengingatkan kemba-
li, untuk mem-follow up kunjungan - kunjungan 
ini. Mereka (para dubes negara sahabat) telah 
melihat potensi yang ada, tugas kami memasti-
kan adanya pembelian atau investasi.”kata Dir-
jen Informasi dan Diplomasi Publik, Dubes Esti 
Andayani di Peternakan Udang Supra Intensif 
Vannamei, perhentian pertama Diplomatic Tour 
di Palu (18/9).

Rangkaian Diplomatic Tour Sail Tomini 
berlangsung tanggal 17-19 September 2015, 
diikuti oleh 34 high-ranking officials, term-

asuk 11 Dubes negara sahabat, menjadikan 
tahun ke-4 Diplomatic Tour ini menjadi tahun 
peserta dengan Dubes terbanyak. Diplomatic 
Tour adalah acara yang diinisiasi oleh Kemlu 
untuk lebih memperkenalkan potensi ekonomi 
dan investasi Indonesia pada para pembuat 
keputusan dari negara - negara sahabat. Ta-
hun ini, Diplomatic Tour disandingkan dengan 
acara Sail Tomini yang mengambil tempat 
di Sulawesi Tengah. Para peserta Diplomatic 
Tour juga disertai oleh Sesdilu 55, mid-career 
diplomats yang sedang menjalani pendidikan 

di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu RI. 
Diplomatic Tour dirancang untuk memaksimal-
kan exposure peserta ke aspek - aspek terbaik 
yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah: 
budaya, ekonomi, kesempatan investasi dari 
ketibaan di bandara sampai akhir acara.

Beberapa tempat yang dikunjungi oleh Dip-
lomatic Tour termasuk peternakan udang supra 
intensif Vannamei, Pelabuhan Pantoloan, Ru-
mah Tradisional Banua Oge dan Kampung Ne-
layan Kabupaten Donggala.

Peternakan udang Vannamei adalah pe-
ternakan percontohan yang mampu menghasi-
lkan profit 600 juta/tahun dengan intensifikasi 
kualitas dan jumlah bibit. Pelabuhan Pantoloan 
adalah pelabuhan dengan lokasi geografis ter-
baik ke-3 dunia: mencapai kedalaman 30 m dan 
tanpa terumbu karang sehingga pengoperasian 
pelabuhan bisa dilakukan tanpa merusak ling-
kungan. Di rumah tradisional Banua Oge, pe-
serta Diplomatic Tour disuguhi upacara perka-
winan lengkap dari suku Kalili. Dubes Kanada 
mendapatkan kesempatan untuk ikut berperan 
sebagai tetua, sementara dubes - dubes wanita 
dan istri - Istri Dubes mendapatkan kesempatan 
untuk mencoba busana perkawinan traditional 
Suku Kalili. “Ini semua sangat indah. Perkawi-
nan benar - benar suatu complicated business di 
Indonesia,”kata Istri Dubes Bulgaria.

Bupati Donggala menyambut langsung pe-
serta Diplomatic Tour, menjelaskan mengenai 
potensi ekonomi yang dimiliki oleh kabupaten 
cantik yang terletak cukup dekat dengan Maka-
sar ini.  Beberapa tuna berukuran raksasa ikut 
dipamerkan sebagai bagian dari presentasi po-
tensi ekonomi. Acara Diplomatic Tour akan ber-
lanjut dengan pembukaan resmi Sail Tomini di 
Parigi Moutong, 2,5 jam perjalanan dari Palu, 
menghadiri pembukaan oleh Presiden Indonesia 
Joko Widodo. (Sumber: Dit.Infomed/Dit.Diplik/
VKH)

Lewat Diplomatic Tour, Kemlu Ajak 
Dubes Negara Sahabat Selami Potensi 
Sulawesi Tengah

“Ini semua sangat indah. Perkawinan 
benar - benar suatu complicated 
business di Indonesia” Istri Dubes Bulgaria.
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Duta Besar Negara Sahabat Ikuti Diplomatic 
Tour ke Provinsi Gorontalo

 Provinsi Gorontalo menyimpan potensi be-
sar dalam pembangunan investasi di bidang per-
kebunan, perikanan dan pariwisata. Diharapkan 
dengan diadakannya Festival Boalemo 2015 di 
Gorontalo dapat memberikan dampak positif 
dan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh ma-
syarakat Gorontalo terutama di wilayah pesisir. 
Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Puan Maha-

rani, Menteri Koordinator Bidang Pembangu-
nan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 
Gala Dinner Festival Boalemo 2015 yang turut 
mengundang kehadiran Duta Besar dari negara 
sahabat (9/11).

Sebanyak 7 diplomat dari negara sahabat, 3 
di antaranya Duta Besar berada di Provinsi Go-
rontalo pada 7-10 September 2015, dalam aca-

ra Diplomatic Tour sebagai bagian dari rangkaian 
kegiatan Festival Boalemo 2015. Negara peserta 
antara lain terdiri dari Kroasia, Swiss, Meksiko, 
Armenia, Mozambik, Pakistan, dan Polandia.

Diplomatic Tour Festival Boalemo juga mer-
upakan rangkaian dari Sail Tomini 2015, yang 
acara puncaknya akan dilaksanakan di Sulawesi 
Tengah pada tanggal 19 September 2015. Dip-
lomatic Tour bertujuan untuk memperkenalkan 
peluang dan mendorong kerja sama ekonomi dan 
sosial budaya secara riil di daerah-daerah di In-
donesia dan menjadi salah satu instrumen diplo-
masi di bidang ekonomi. Kegiatan ini juga diha-
rapkan dapat mempercepat realisasi kerja sama 
ekonomi dan investasi ke daerah serta membuka 
network antara pemerintah daerah dengan para 
Duta Besar negara sahabat.

Rangkaian kegiatan Diplomatic Tour Festi-
val Boalemo antara lain mengunjungi Penenunan 
Kain Karawo oleh 500 Pengrajin, Welcoming 
Dinner yang dituanrumahi oleh Gubernur Goron-
talo, Updates from the Region yang dipaparkan 
oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangu-
nan Daerah Provinsi Gorontalo mengenai potensi 
daerah tersebut, Gala Dinner bersama Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Festival Karawo, serta merasakan 
keindahan laut dengan snorkeling di Pantai Bo-
tutonuo. (Sumber: Diplik/Infomed)

Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza 
Mahendra, menyatakan menaruh harapan besar 
bahwa kerja sama Indonesia-Jepang di bidang 
pengembangan teknologi roket dan industri 
penerbangan dapat menjadi sebuah kenyataan. 

“Indonesia memiliki PT DI dan juga LA-
PAN, sehingga kita memang mempunyai basis 
untuk bidang itu serta berpeluang untuk mela-
kukan kerja sama di bidang tersebut,” ujar Du-
bes Yusron usai berkunjung ke kota Nagoya, 
memenuhi undangan ke fasilitas pengembangan 
roket dan regional jet Mitsubishi Heavy Indu-
stries, Kamis (04/09). 

“Justru karena Jepang tahu kita memiliki 
PT DI dan LAPAN–lah, atau dengan kata lain 

karena basis kita di kedua bidang itu tidak nol-
lah, maka mereka mengirim undangan ke KBRI 
Tokyo berkunjung ke fasilitas industri itu,” tam-
bahnya. 

Dalam pengembangan teknologi roket, Je-
pang termasuk negara dengan tingkat teknologi 
yang mumpuni. Roket dengan bahan bakar hi-
drogen cair dan oksigen cair yang ditinjau Yus-
ron, adalah salah satu roket baru Jepang yang 
siap diluncurkan beberapa bulan mendatang. 

Saat ini Jepang juga sedang mempersiapkan 
roket untuk mengirim pesawat ke bulan yang 
rencananya akan diluncurkan pada tahun 2020. 

Mitsubishi Regional Jet, pesawat penum-
pang yang dikembangkan oleh Mitsubishi 

Heavy Industries, sedang bersiap dikirimkan ke 
Amerika Serikat untuk uji coba, sekaligus untuk 
memperoleh izin kelaikan terbang. Sekalipun 
izin tersebut belum di tangan, perusahaan ter-
sebut kini telah menerima pesanan sekitar lima 
ratus buah pesawat. Seratus di antaranya adalah 
pesanan Amerika Serikat. 

Melihat besarnya potensi yang ada dan juga 
mengingat fasilitas yang dimiliki Indonesia, di 
PT DI misalnya, Yusron menilai bahwa kerja 
sama RI-Jepang dalam bidang ini akan dapat 
membuat PT DI menggeliat kembali. (KBRI 
Tokyo)

Kerja Sama Indonesia-Jepang Di 
bidang Pengembangan Teknologi Roket 
Dan Industri Penerbangan
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Olimpiade Geografi Internasional IGeo 
ke-12 Tahun 2015

Dalam Olimpiade Geografi Internasional 
IGeo ke-12 tahun 2015 ini Indonesia berhasil 
meraih 1 medali emas dan 2 medali perunggu 
dari 4 siswa yang berpartisipasi. Emas diraih 
oleh Andito Jeremia Adhyatma dari SMA 8 Ja-
karta, sedangkan perunggu diraih oleh Asri Ha-
diyanti Giastuti dari SMA 1 Bogor dan Melinda 
Gularso SMAK 7 Penabur.

Sedangkan satu peserta lagi Namaskara Ba-
gus Sani dari Labschool Jakarta, belum menda-
patkan kesempatan.  Andito dan Namas masih 
punya kesempatan untuk mengikuti olimpiade 
tahun depan, karena masih tercatat sekolah di 
bangku SMA, sedangkan 2 putri terbaik lainnya 
Asri dan Melinda, sudah tidak bisa mengikuti 
lagi karena masing-masing sudah memasuki 
bangku kuliah di ITB dan UGM.

Pembimbing selama iGeo adalah Dr. Samsul 
Bachri dari ITB dan Prof. Dr. Junun Sartohadi 
dari UGM serta observer Titiek Suparwati, Wi-
win Ambarwulan dan Sri Lestari Munajati dari 
Badan Informasi Geospasial serta orang tua pe-
serta Sri Ratnaningsih.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan 
dan dukungan semua pihak yakni Direktorat 
Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah KEMDIKBUD; Fakultas 
Imu dan Teknologi Kebumian ITB, Fakultas 
Geografi UGM dan Badan Informasi Geospasial 

(BIG) dan juga Kedutaan Besar Republik Indo-
nesia di Moskow. Secara khusus kami ucapkan 
banyak terima kasih kepada lembaga tersebut 
diatas yang telah banyak membantu dan mem-
berikan support hingga adanya  program ini,” 
ujar Samsul Bahri dalam release yang diterima 
KBRI Moskow.

Olimpiade Geografi Internasional ke-12 
(12th International Geograpgy Olympiad (iGeo) 
diselenggarakan di Tver Oblast dan Moskow 
Rusia pada 11-17 Agustus 2015.  iGeo-2015 
diselenggarakan oleh International Geography 
Union (IGU) dan dilaksanakan oleh Olympiad 
Task Force dibawah Kementerian Pendidikan 
dan Sains Federasi Rusia bekerjasama dengan 
Geographical Society Rusia dan dua universitas 
di Rusia yaitu Tver State University dan Lomo-
nosov Moscow State University.

Internasional Geografi Olimpiade ( iGeo ) 
adalah kompetisi geografi tahunan dunia untuk 
pemuda usia 16 sampai 19 tahun. Siswa dipilih 
untuk mewakili negara mereka adalah yang ter-
baik, dipilih dari ribuan siswa yang berpartisi-
pasi dengan antusias dalam Olimpiade Geografi 
Nasional. iGeo terdiri dari tiga bagian : tes ter-
tulis, tes multimedia dan pengamatan lapangan 
yang membutuhkan substansial, yang mengarah 
ke representasi kartografi dan analisis geografis 
. Program ini juga mencakup presentasi poster 

oleh tim, pertukaran budaya, dan waktu bagi 
siswa untuk mengenal sesama siswa mereka dan 
menjelajahi kota tuan rumah.

IGeo ke-12 ini diikuti ratusan peserta dari 
41 negara. 

Rencana ke depan Indonesia akan menjadi 
tuan rumah untuk Olimpiade Geografi Interna-
sional (iGeo) 2017, yang akan diselenggarakan 
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dengan dukungan dari Badan Informasi Geospa-
sial dan beberapa universitas diantaranya ITB, 
UGM, UPI dan UI.  Untuk itu Indonesia akan 
mengajukan proposal ke IGU dalam rangka 
penyelenggaraan olimpiade tersebut.

Dalam IGeo tahun 2015 turut hadir delegasi  
dari BIG (Badan Informasi Geospasial) Titiek 
Suparwati (Sekretaris Utama BIG), Wiwin Am-
barwulan (Kepala Pusat Penelitian, Promosi 
dan Kerja Sama BIG) dan Sri Lestari Munajati 
(Kabid Promosi dan Kerja Sama BIG) sebagai 
observer iGeo 2015 dan juga sebagai peserta In-
ternational Geography Union (IGU) 2015 di Ru-
sia.  IGU 2015 diikuti sekutar 1.500 peserta dari 
seluruh dunia.  Indonesia selain sebagai peny-
elenggara iGeo 2017 maka juga direncanakan 
menjadi tuan rumah IGU 2017, karena kedua 
ajang ini saling keterkaitan.
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Dalam rangka menyampaikan perkembang-
an terkini dan meningkatkan pengetahuan ma-
hasiswa mengenai diplomasi Indonesia, Direk-
tur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 
(IDP) Kementerian Luar Negeri, Duta Besar 
Esti Andayani menyampaikan keynote speech 
pada acara Public Lecture dan Sosialisasi Diplo-
masi Publik Indonesia di Kupang, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT) dan Ambon, Provinsi 
Maluku. Acara tersebut mengangkat tema Pem-
berdayaan Potensi Daerah Dalam Pelaksanaan 
Diplomasi Publik Indonesia.

Duta Besar Esti Andayani menyampaikan 
keynote speech dihadapan sekitar 300 maha-
siswa dari berbagai perguruan tinggi di Kupang, 
bertempat di Universitas Nusa Cendana, Kupang 
pada tanggal 11 September 2015. Berikutnya, 
pada tanggal 14 dan 15 September 2015, Duta 
Besar Esti Andayani menyampaikan keynote 
speech di dua tempat di Ambon, yaitu di Uni-
versitas Pattimura dan Universitas Kristen Indo-
nesia Maluku (UKIM), dimana masing-masing 
dihadiri oleh sekitar 250 mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Esti 
Andayani antara lain menyampaikan penting-
nya peranan diplomasi publik dalam hubungan 
luar negeri Indonesia, terutama di era globalisasi 
yang ditandai oleh meningkatnya penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi dikalangan 
masyarakat dunia.

“Diplomasi publik juga dapat dilaksanakan 
oleh aktor non-pemerintah seperti civitas aka-
demika, tokoh masyarakat, tokoh agama dan 
masyarakat madani, terutama ketika kemajuan 
teknologi telah mempermudah kita untuk mem-
promosikan potensi, aset dan program peng-
embangan daerah di berbagai bidang khususnya 
ekonomi dan investasi”, papar Duta Besar Esti 
Andayani.

Setelah penyampaian keynote speech Dirjen 
IDP, acara dilanjutkan dengan diskusi panel. Di 
Kupang, diskusi panel menghadirkan empat na-
rasumber, yaitu; Yosua Bire (Dosen Universitas 
Nusa Cendana), Al Busyra Basnur (Direktur 
Diplomasi Publik, Kemlu RI), Pandu Utama 
Manggala (Direktorat Astimpas, Kemlu RI), dan 
Nusiaga Putri (Biro Kepegawaian Kemlu RI).

Sementara di Ambon, diskusi panel mengha-
dirkan lima narasumber, yaitu; Dr. Izaac Tonny 
Matitaputy, SE. M.Si (Ketua Laboratorium 
Penelitian, Pengkajian dan Pelatihan Ekonomi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura), Dr. 
S.P. Soegijono, SE, M.Si (Pembantu Rektor I 
UKIM), Al Busyra Basnur (Direktur Diplomasi 
Publik Kemlu RI), Rizal Wirakara (Direkto-
rat Kerjasama Intrakawasan Asia Pasifik dan 
Afrika,Kemlu RI ) dan Monica Ari Wijayanti 
(Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kemlu RI).

Selain mahasiswa, acara tersebut juga diha-
diri oleh Rektor, Pembantu Rektor, Dosen, peja-

bat Pemerintah Daerah dan undangan lainnya.
Sebelum dan sesudah Public Lecture terse-

but, juga diselenggarakan sosialisasi pelaksana-
an diplomasi publik Indonesia dan Masyarakat 
ASEAN 2015 kepada pelajar SMK dan SMU di 
kota Kupang dan Ambon. 

Di Kupang, acara sosialisasi tersebut diha-
diri oleh sekitar 600 pelajar dengan narasumber 
Ina H. Krisnamurthi (Direktur Kerjasama Eko-
nomi ASEAN, Kemlu RI) dan Al Busyra Basnur 
(Direktur Diplomasi Publik, Kemlu RI). Semen-
tara di Ambon, acara tersebut dihadiri oleh seki-
tar 300 pelajar dengan narasumber J. S. George 
Lantu (Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN, 
Kemlu RI) dan Al Busyra Basnur (Direktur Dip-
lomasi Publik, Kemlu RI).

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan 
sosialisasi program Beasiswa Seni dan Budaya 
Indonesia (BSBI) yang diselenggarakan oleh 
Kemlu RI secara rutin setiap tahun. Diharap-
kan pada tahun 2016 nanti, pelajar terpilih dari 
Kupang dan Ambon dapat mengikuti program 
BSBI tersebut.

Selain menambah pengetahuan dan wawa-
san, kegiatan itu juga dimaksudkan untuk mem-
pererat konektifitas dan sinergi Kementerian 
Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah utama-
nya dalam kegiatan diplomasi, hubungan dan 
kerjasama internasional. 

Pemberdayaan Potensi Daerah dalam 
Pelaksanaan Diplomasi Publik Indonesia

Public Lecture
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Teluk Tomini adalah teluk terbesar di dunia 
yang berada di Garis Khatulistiwa dengan luas 
sekitar 59.500 km2. Teluk Tomini merupakan 
jantung segitiga karang dunia (Coral Triangle), 
dengan keanekaragaman hayati (biodiversity) 
yang tinggi, serta karakteristik ekosistem yang 
unik dan indah. Namun demikian kawasan teluk 
Tomini sebagian merupakan kabupaten terting-
gal yang memilik potensi ekonomi nasional un-
tuk perikanan, kelautan dan wisata bahari.   

Sail Tomini 2015 adalah dalam rangka untuk 
mewujudkan peningkatan kesejahteraan masy-
arakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil dalam rangka percepatan pembangu-
nan dan pengembangan potensi sumber daya 
kelautan dan pariwisata Indonesia sekaligus me-
nyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 

Republik Indonesia ke-70.
Sail Tomini 2015 juga bertujuan untuk mem-

buat model percepatan pembangunan daerah 
kepulauan dan daerah tertinggal; menggalang 
keterpaduan dan sinergi program dan anggaran 
lintas Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan serta mewu-
judkan kesejahteraan rakyat secara berkelanju-
tan; mempromosikan lokasi kegiatan sebagai 
tujuan wisata nasional dan internasional; men-
gukuhkan kembali kejayaan Bangsa Indonesia 
sebagai bangsa bahari yang hidup di Negara Ke-
pulauan; serta mengembangkan rute pelayaran 
kapal-kapal dan yacht ke perairan Indonesia.

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam 
Sail Tomini 2015 adalah; Upacara Peringatan 
HUT Kemerdekaan RI ke 70 di Pulau Terluar; 

Bakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan (Ope-
rasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti 
Kartika Jaya dan Operasi Bhakti Pelangi Nusan-
tara); demonstrasi Sailing Pass; Pelayaran Ling-
kar Nusantara V; dan percepatan pembangunan 
sarana dan prasarana.

Disamping itu juga dilaksanakan kegia-
tan Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara, 
BUMN Bina Lingkungan Teluk Tomini, Ge-
rakan Membangun Kampung, Lintas Nusantara 
Remaja dan Pemuda Bahari/ Kapal Pemuda Nu-
santara, Ekspedisi Riset Kelautan, Reli Kapal 
Layar (Yacht Rally), serta Pengembangan Po-
tensi Pariwisata, Ekonomi Kraetif dan Budaya.

Kegiatan lainnya adalah berupa Gebyar Ba-
tik Tomini, Wawasan Kebangsaan dan Bela Ne-
gara, Olahraga Bahari, Pameran Potensi Daerah, 
Festival Boalemo dan berbagai kegiatan yang 
disesuaikan dengan kegiatan daerah.

Produk Indonesia mendapatkan 
perhatian besar pengunjung 
yang hadir dalam pameran 24th 
International Food Exhibition 
“WorldFood Moscow 2015” yang 
berlangsung pada 14-17 September 
2015 di Expocenter, Moskow, 
Rusia. Hal tersebut terlihat dari 
atensi pebisnis Rusia dan pebisnis 
internasional serta pengunjung 
yang hadir di gerai Indonesia dan 
mencicipi beberapa produk yang 
ditampilkan.

 Pameran Worldfood Moscow yang ber-
langsung selama empat hari tersebut dikunjungi 
pelaku bisnis wholesalers, distributors, retailers 
dan restaurateurs. Sebagai salah satu pameran 
internasional terkemuka produk makanan di 
Rusia dalam 20 tahun terakhir, pameran telah 
menjadi barometer bagi importir dan eksportir 
pelaku industri makanan serta minuman yang 
masuk pasar Rusia, selain menjadi ajang pelaku 
bisnis untuk bertukar pengalaman, market re-
search, menemukan mitra dagang dan business-
to-business contact.

 Peserta Indonesia yang berpartisipasi pada 
Worldfood ini terdiri dari empat perusahaan 

nasional, yaitu: PT. Kapal Api Global dan tiga 
perusahaan dibawah pembinaan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bergerak 
dalam bidang ekspor ikan dan produk hasil ikan, 
yaitu PT. Awindo International, PT. Dharma 
Samudera Fishing Industries dan PT. Tuna Per-
mata Rejeki, selain kantor perwakilan PT. May-
ora Indah Tbk. 

Produk yang ditampilkan oleh PT. Kapal 
Api Global antara lain kopi, creamer, permen 
dan biskuit. Sementara paviliun KKP meng-
angkat branding: Indonesia Seafood “Naturally 
Diverse” dan tagline “Safe and Sustainable” 
menampilkan produk beku berupa frozen tuna, 
oilfish, swordfish dan frozen seafood. 

“Selama pameran ini, sudah ada rencana 
pengiriman 17 kontainer produk Kapal Api se-
nilai lebih USD 200 ribu pesanan perusahaan 
setempat,” ujar Stephen dari PT. Kereta Api 
Global. 

Sebagai salah satu komoditas andalan, pro-
sentase ekspor kopi Indonesia yang masuk ke 
pasar Rusia sayangnya hanya mencapai 7,30% 
dari total impor kopi dunia ke pasar Rusia yang 
mencapai USD 566,8 juta (2014). Pasar Rusia 
menduduki peringkat pertama diantara negara 
Eropa Tengah dan Timur dalam hal impor kopi, 
disusul Polandia, Ceko, Romania dan Hungaria.

 Oleh karenanya, pameran ini merupakan 
kesempatan emas bagi industri makanan dan mi-
numan Indonesia untuk memasuki pasar Rusia 
serta menjadi pintu masuk bagi pasar di negara-
negara anggota Eurasian Customs Union yang 
terdiri dari Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia 

dan Kyrgyztan. 
Pameran Worldfood mencakup semua sektor 

industri makanan antara lain menampilkan pro-
duk-produk daging olahan, seafood, buah dan 
sayuran, bakery, groceries, frozen food, teh dan 
kopi serta produk minuman. 

Sekitar 70 negara antara lain China, Jepang, 
Korea Selatan, Sri Lanka, Vietnam, Pakistan, 
Afrika Selatan, Equador, Argentina, Turki, Ita-
lia, Spanyol dan Perancis turut ambil bagian 
dalam pameran menampilkan produk makanan 
dan minuman unggulan.

 Keikutsertaan perusahaan Indonesia akan 
terus didorong untuk memasuki pasar Rusia 
yang saat ini merupakan untapped market bagi 
Indonesia. Hal ini juga mengingat meningkat-
nya permintaan Rusia untuk produk makanan 
dan minuman sebagai alternatif atas pelarangan 
sementara impor produk-produk makanan dari 
negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Ka-
nada, Australia dan Norwegia oleh Rusia.

 “Indonesia memiliki kemampuan dalam 
meningkatkan ekspor beberapa jenis produk 
dan komoditi unggulan Indonesia bagi kebutu-
han pasar dalam negeri Rusia,” ujar Duta Besar 
RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, 
Djauhari Oratmangun saat meninjau pameran 
dan mengunjungi paviliun Indonesia. “Namun 
perlu bagi para stake holders dan pelaku bisnis 
nasional memahami karakteristik pasar dan pe-
raturan di Rusia, seperti tatacara ekspor-impor 
dan sanitari bagi masuknya produk makanan-
minumam ke Rusia,” lanjut Dubes Djauhari 
Oratmangun. (Sumber: KBRI Moskow)

Sail Tomini 2015

Produk Indonesia Menarik Pengunjung 
WorldFood Moscow 2015
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Kemlu RI bekerja sama dengan Internatio-
nal Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) & 
Korea Maritime Institute (KMI) selenggarakan 
Regional Workshop on the Role of the Inter-
national Tribunal for the Law of the Sea in the 
Settlement of Disputes relating to the Law of the 
Sea dan International Seminar on Maritime De-
limitation and Fisheries Cooperation, di Jimba-
ran, Bali (26-28/8).

Workshop dibuka oleh Menteri Luar Negeri 
RI, H.E. Retno L.P. Marsudi dan dihadiri oleh 
Presiden ITLOS, Judge Vladimir Golitsyn, dan 
Presiden KMI, Mr. Sung-Gwi Kim, beserta para 
peserta yang berasal dari 14 negara ASEAN 
dan Pasifik Barat dan Tengah, yaitu Indonesia, 
Kamboja, Filipina, Laos, Thailand, Singapura, 
Viet Nam, Kepulauan Cook, Fiji, Mikronesia, 
Samoa, Kepulauan Solomon, Timor Leste dan 
Tonga.

Penyelenggaraan seminar dan workshop 

merupakan bentuk dukungan Kementerian Luar 
Negeri dalam upaya Indonesia mewujudkan 
visi poros maritim dunia terutama pada bidang 
Hukum Laut, delimitasi batas maritim dan ker-
jasama perikanan. Diharapkan kegiatan terse-
but juga dapat memperdalam pengetahuan dan 
memperluas simpul jaringan para pemangku 
kepentingan di bidang kelautan dan delimitasi 
batas maritim.

Menlu Retno L.P. Marsudi dalam sam-
butannya menyatakan bahwa sebagai negara 
kepulauan, integritas wilayah termasuk batas 
maritim dan isu kelautan telah menjadi bagian 
politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Hal 
ini merupakan refleksi dari visi kabinet Presiden 
Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia seba-
gai poros maritim dunia.

Selain itu, Menlu kembali menekankan ba-
hwa Indonesia mendukung penyelesaian  pene-
tapan batas maritim secara damai sesuai hukum 

laut internasional. Penyelesaian sengketa secara 
bilateral dan damai juga merupakan salah satu 
kontribusi Indonesia terhadap stabilitas di ka-
wasan.

Rangkaian kegiatan dimulai oleh seminar 
pada tanggal 26 Agustus 2015 yang memba-
has perkembangan terkini isu delimitasi batas 
maritim, penyelesaian sengketa batas maritim, 
perspektif global terhadap isu Illegal Unrepor-
ted and Unregulated (IUU) Fishing serta upaya 
pemberantasannya. Dirjen Hukum dan Per-
janjian Internasional, Kemlu RI, Dubes Ferry 
Adamhar pada acara pembukaan seminar me-
nyampaikan perlunya penguatan kerja sama an-
tar negara dalam menghadapi tantangan isu-isu 
maritim dengan menggunakan UNCLOS 1982 
sebagai acuan ketentuan hukum.

Kegiatan ini juga menghadirkan para pe-
jabat pemerintah dan pengambil kebijakan di 
bidang penetapan batas maritim dan kelautan 
dari negara-negara ASEAN dan Pasifik. Para 
pakar hukum laut yang menjadi pembicara ialah 
Vladimir Golitsyn (Presiden ITLOS), Jin-Hyun 
Paik, Tomas Heidar (para hakim ITLOS), Prof. 
Dr. Hasjim Djalal, Dr. N. Hassan Wirajuda 
(mantan Menteri Luar Negeri RI), Dr. Eddy 
Pratomo (Utusan Khusus Presiden RI).  Pem-
bicara lainnya ialah Sung-Gwi Kim (Presiden 
KMI), Prof. Robert Beckman (Direktur Centre 
for International Law, NUS), praktisi di bidang 
pengelolaan sumber daya perikanan, antara lain, 
Jean-François Pulvenis de Seligny (mantan Di-
rektur Food Agriculture Organization (FAO)), 
Alina Tampubolon (Direktur Pengawasan Sum-
ber Daya Perikanan � Kementerian Kelautan 
dan Perikanan), serta Kolonel Kresno Buntoro 
(Kadiskumlater Mabes TNI AL).

Diharapkan melalui kegiatan ini, para pem-
bicara dan peserta dapat saling bertukar infor-
masi dan berbagi pengalaman agar dapat mem-
berikan kontribusi terhadap penyelesaian isu-isu 
kemaritiman dan turut menjaga kestabilan dan 
kedamaian kawasan. (Sumber: HPI)

SEMINAR MARITIM INTERNATIONAL


